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Assalamu ‘alaikum wr. wb. 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, Segala puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT Pencipta dan Pengatur Alam 

Semesta, berkat Rahmat dan Rihdo Allah jualah Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama 

Muara Labuh dapat diselesaikan dengan baik.  Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan ini disusun sebagai  dokumentasi 

hasil kerja selama   tahun  2020  dan   sebagai   bentuk   

pertanggung jawaban melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Pengadilan Agama Muara Labuh dalam 

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan 

perkara  yang  diajukan kepadanya.  Disamping  itu,   

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan  

sebagai  bahan  evaluasi  serta  dasar penyusunan 

program kerja Pengadilan Agama  Muara Labuh Tahun 

2021.  

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama merupakan titik awal untuk 

mendapatkan kedudukan sebagai lembaga Peradilan 

yang sebenarnya, Undang- undang ini telah membawa 

perubahan yang besar terhadap fungsi, kedudukan dan 

kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Kemudian 

dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 sebagai perubahan pertama dan Undang- undang 

Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas  

Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1989 tersebut di 

atas,  semakin memantapkan  eksistensi memantapkan  

eksistensi Peradilan Agama Undang-undang tersebut  

telah  menjadikan Peradilan Agama  sebagai lembaga 
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 Muara Labuh,  30 Desember 2020 

            Ketua, 
  

 

 

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. 

NIP. 19721231 200112 1 007 

 

 

 

kekuasaan kehakiman yang mandiri (court of law), 

sejajar dengan lingkungan Peradilan lainnya dan juga 

indepeden dari campur tangan ekstra yudisial. 

Selanjutnya dalam menilai kinerja lembaga ini, perlu 

adanya prinsip keterbukaan. Keterbukaan ini 

merupakan kunci lahirnya akuntanbilitas. Dari dasar 

pemikiran tersebut, maka Laporan Tahunan ini dibuat 

untuk memenuhi prinsip tersebut. Mungkin dalam 

penyajian laporan ini banyak dijumpai kelemahan dan 

kekurangan, namun demikian ini adalah usaha 

maksimal dari segenap aparat Pengadilan Agama 

Muara Labuh. Semoga dapat memberikan gambaran 

tentang aktivitas dan kinerja yang telah dan akan 

dilakukan di  lingkungan Peradilan Agama Muara 

Labuh.  

Tujuan dari  laporan  tahunan  ini  juga  memetakan 

faktor-faktor  pendukung faktor-faktor  pencapaian 

program dan kendala-kendala yang menjadi 

hambatan serta solusi yang diambil dalam mengatasi 

permasalahan. 

 Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari 

semua pihak, semoga di masa-masa yang akan datang 

bisa lebih baik lagi dan bermanfaat 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan bentuk 

pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan selama setahun. Hal ini 

menjadi salah satu upaya institusi dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (Good Governance). Pekerjaan  yang menjadi  

rutinitas  tahunan  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  manifestasi  dalam  

melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah 

dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas 

fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain sebagainya. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan, selain sebagai bahan evaluasi dari 

rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga 

sebagai pedoman dalam menyusun langkah- langkah pada tahun berikutnya. 

Selain itu Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun secara hierarki 

merupakan bahan bagi Mahkamah Agung untuk menyusun berbagai 

kebijakan agar dapat menarik sebuah langkah yang lebih tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan. 

Amanah UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah 

diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 

50 Tahun 2009 menjadi landasan yuridis bahwa Peradilan Agama sebagai 

salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pelaksanaan 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan 

militer dan peradilan tata usaha negara. 

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman 

di Indonesia merupakan pengadilan bagi pencari keadilan yang beragama 

Islam menyangkut perkara-perkara tertentu, yakni bidang perkawinan, 

kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan ekonomi syariah. Dimana Pengadilan 

Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili serta 
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menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. 

Berdasarkan hal itu, Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai 

pengadilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi  7 ( tujuh ) 

Kecamatan untuk Kabupaten Solok Selatan dan 1 (satu) Kecamatan terletak 

di Kabupaten Solok telah berupaya mewujudkan tegaknya hukum dan 

keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam upaya penegakan hukum 

dan keadilan diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang perlu 

dirumuskan untuk mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan 

biaya ringan. Kebijakan- kebijakan dimaksud tidak hanya mencakup hal-hal 

yang bersifat teknis tetapi juga non-teknis misalnya ketersediaan Sumber 

Daya Manusia, sarana dan prasarana. 

 

 

A.   KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN 

 

Dinamika masyarakat, perkembangan dan kemajuan komunikasi, 

teknologi dan informasi menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh 

aparatur negara, termasuk Badan Peradilan Agama dengan respon yang 

tepat. Salah satu bentuk respon tersebut, Badan Peradilan Agama telah 

malakukan gerakan Reformasi Birokrasi. Pada sisi lain, dengan melakukan 

Reformasi Birokrasi akan mempercepat terwujudnya tujuan nasional. 

Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun Aparatur 

Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Mahkamah Agung salah satu Lembaga Tinggi Negara yang 

melaksanakan fungsi negara di bidang yudikatif bersama 4 badan lingkungan  

peradilan di bawahnya, dituntut untuk menunjukkan kemampuannya 

mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel, sehingga dapat menciptakan  perbaikan dan 

kepercayaan masyarakat. Dalam mewujudkan lembaga yang demikian, 
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Mahkamah Agung menyusun Rencana Strategis sebagai suatu kebijakan yang 

dijabarkan dalam blue print. 

Berpedoman pada kebijakan Rencana Strategis Mahkamah Agung, 

Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai salah satu pelaksanan kekuasaan 

yudikatif dalam lingkungan peradilan agama, telah menyusun Rencana 

Strategis 2020-2024 yang setiap tahunnya diuraikan dalam Rencana Kinerja 

Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan. Selanjutnya  dari  penetapan  

kinerja  dan  rencana  kinerja  tahunan  tersebut  disusun kegiatan-kegiatan 

dalam kerangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memberikan pelayanan yang prima 

kepada pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman telah membawa babak baru dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Undang-undang tersebut mempengaruhi 

pelaksanaan penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Perubahan 

perundang-undangan membawa implikasi munculnya unit-unit kerja baru 

dengan tatanan penyelenggaraan peradilan dan perubahan sistem 

penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Maksud lahirnya perundang-

undangan tentang peradilan tentunya peradilan mempunyai aturan yang 

jelas, lugas, rinci dan menyeluruh untuk melakukan agenda mewujudkan 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Perubahan tersebut 

diharapkan dapat memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai 

kompleksitas permasalahan yang muncul bagi penegak hukum dan 

masyarakat. Disamping itu diharapkan juga dapat memberikan referensi 

bangsa dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama. 
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L B. PROFIL PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

 

PROFIL 

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

 

1.   Sejarah berdirinya Pengadilan Agama  Muara Labuh 

 

Pengadilan Agama Muara Labuh lahir pada  hari Kamis 09  Juli 

1959  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun  1957  

tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di 

luar Jawa dan  Madura serta di luar Kalimantan Selatan   dan   

Kalimantan   Timur.   Pada   awal   terbentuknya,   personil  Pegawai 

Pengadilan Agama Muara Labuh hanya 3 (tiga) orang sebagai berikut : 

1. Dja’far Datuk Rajo Pandapatan sebagai Ketua, 

2. Baharuddin Datuk Rangkayo Batuah sebagai  Tata Usaha 

3. Zainir sebagai Juru Ketik. 

 

 

 

 

Awal  berdiri  Pengadilan Agama  Muara  Labuh  berkantor  

sementara  di rumah Dja’far Datuk  Rajo Pandapatan (Ketua) di Batang  

Laweh  Nagari Pasir Talang  Muara Labuh  Kecamatan Sungai  Pagu  dan  

belum  mempunyai inventaris kantor. Pada tahun 1960  kantor 

Pengadilan Agama Muara Labuh pindah ke Pasar Muara Labuh  dengan 

menyewa rumah penduduk setempat dan  pada  tahun itu juga untuk  

menunjang kinerja perkantoran maka  ditambah pegawai  sebanyak 2 

(dua)  orang dan  dilengkapi dengan penambahan sarana dan  

prasarana kantor dari  Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah 

Propinsi, berupa meja,  kursi dan lemari serta satu buah mesin ketik 

dengan merk Smit Korona. 
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Dalam   perjalanannya,  sejak   tahun  1961   sampai    tahun  

1970   kantor Pengadilan Agama Muara Labuh sudah  empat kali 

berpindah tempat dengan cara menyewa rumah  penduduk  di  

sekitar  Pasar  Muara Labuh.  Pada  tahun 1971 dibangun kantor 

sementara/darurat Pengadilan Agama Muara Labuh yang berlokasi 

di sebelah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu. 

 

Pada    tahun  1981    dibangun  kantor   permanent   di   

Jalan   Gumarang Kecamatan  Sungai  Pagu  dengan  anggaran  biaya  

dari  Departemen Agama  RI sebesar Rp 10.000.000,-  (Sepuluh juta  

rupiah),  dengan luas  tanah seluas  450 meter persegi, dan  

pemakaiannya diresmikan oleh Direktur Peradilan Agama RI pada 

tahun 1982. 

 

Pada   Tahun   Anggaran  2000   Gedung  Kantor  Pengadilan  

Agama  Muara Labuh   direnovasi  dengan  alokasi   dana   melalui   

Daftar  Isian   Proyek  ( DIP ) Departemen Agama RI sebesar 

Rp.75.000.000,- ( Tujuh puluh  lima juta rupiah ). Selama  pekerjaan 

renovasi gedung, Pengadilan Agama Muara Labuh  berkantor 

sementara di ruang sidang Pengadilan Negeri Koto Baru di Pasir 

Talang. 

 

Pada Tahun Anggaran 2005  Pengadilan Agama Muara Labuh 

mendapatkan alokasi  anggaran dana  untuk   pembangunan gedung  

baru melalui  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah 

Agung RI sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta 

rupiah).  Pembangunan  tahap   I  gedung Pengadilan Agama Muara 

Labuh yang dilaksanakan pada tahun 2005  berlokasi di Jalan Raya  

Muara Labuh  – Padang  Aro Km.12 Ampalu, Kecamatan Pauh  Duo, 

Kabupaten  Solok   Selatan   di   atas   tanah  seluas   2.000  M2  yang 
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merupakan tanah waqaf  Almh. Djarniah, AB bersaudara, Suku Tigo 

Lareh kemenakan Dt. Bando  Labieh. Melalui  DIPA Tahun Anggaran 

2007  Pengadilan Agama Muara Labuh mendapatkan lagi alokasi  

anggaran pembangunan tahap  II sebesar Rp. 570.000.000,- ( Lima 

ratus tujuh puluh juta rupiah ), sehingga  gedung Pengadilan Agama 

Muara Labuh dalam  tahun 2007  dapat diselesaikan 

pembangunannya, dan mulai ditempati pada tanggal 13 Oktober 2009. 

Meskipun  pada  tanggal  13  Oktober 2009  gedung  kantor 

Pengadilan Agama  Muara Labuh  telah  ditempati, namun 

peresmiannya baru dilaksanakan pada  hari Kamis tanggal  25 Maret 

2010  oleh Ketua  Mahkamah Agung RI Bapak Arifin A Tumpa  di 

Pontianak Kalimantan Barat bersamaan dengan peresmian 56 gedung 

kantor Pengadilan baru dari empat lingkungan peradilan se 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 
Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro, Km. 12 Ampalu 

Website : www.pa-muaralabuh.go.id 
Email : pa.muaralabuh@pta-padang.go.id 

 
 

http://www.pa-muaralabuh.go.id/
mailto:pa.muaralabuh@pta-padang.go.id
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2.  Letak Geografis Pengadilan Agama Muara Labuh 

Pengadilan Agama Muara Labuh berlokasi di wilayah  

Kabupaten Solok Selatan   Provinsi  Sumatera  Barat  yang  secara  

geografis berada  01ᵒ00’59”  – 01ᵒ46’45” Lintang Selatan dan 

101ᵒ53’24” – 101ᵒ41’41” Bujur Timur dengan luas wilayah 3.346,20 

Km persegi, di bagian Selatan Provinsi Sumatera Barat. 

Penduduk Kabupaten Solok  Selatan  mayoritas Suku  Minang  

dengan dua wilayah adat, sebagai berikut : 

1.   Alam  Surambi Sungai  Pagu  di  bagian  Barat,  yang  

mendiami  Muara Labuh sepanjang aliran Batang Suliti 

dan Batang Bangko terdiri dari 3 kecamatan : 

  - Kecamatan Sungai Pagu. 

     - Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. 

       - Kecamatan Pauh Duo. 

2.   Rantau  XII Koto  di  bagian  Timur,  yang  mendiami 

sepanjang aliran  Batang Sangir terdiri dari 4 

kecamatan : 

  - Kecamatan Sangir. 

  - Kecamatan Sangir Jujuan. 

  - Kecamatan Sangir Batang Hari. 

     - Kecamatan Sangir Balai Janggo. 

 

Disamping   di huni  oleh  masyarakat  Suku  Minang,  Kabupaten  

Solok Selatan  juga dihuni  oleh Etnis  Jawa dan Etnis lainnya yang 

datang sebagai  transmigran dan ada juga yang datang bekerja di 

sektor perdagangan dan karyawan pabrik. Etnis Jawa dan Etnis 

lainnya tersebar di beberapa tempat, antara lain : 

1. Kecamatan Pauh  Duo di Nagari Luak Kapau Alam Pauh  Duo 

(Sungai  Duo dan Tubo Taratak Tinggi) dan Nagari Pekonina 

Alam Pauh Duo. 
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2. Kecamatan  Sangir di Nagari Lubuk  Gadang  ( Sikinjang  dan  

Sukabumi  ) dan Nagari Lubuk Gadang Selatan ( Sungai 

Lambai dan Bangun Rejo ). 

3. Kecamatan Sangir Balai Janggo di Nagari Talunan  Maju dan 

Nagari Talao. 

4. Kecamatan Sangir Batang Hari di Nagari Dusun Tangah. 

 

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Labuh 
 

Sebelum  tahun  2004, Pengadilan Agama Muara Labuh wilayah  

hukumnya hanya  Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir 

Kabupaten Solok. Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 38  Tahun  

2003,  pada  tanggal  7  Januari 2004  diresmikan 24  Kabupaten baru 

di Indonesia, tiga  diantaranya berada di Provinsi Sumatera Barat, 

yaitu Kabupaten Pasaman Barat pemekaran dari Kabupaten 

Pasaman, Kabupaten Dharmasraya pemekaran dari Kabupaten 

Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan pemekaran Kabupaten Solok. 

Dengan  pemekaran tersebut,  wilayah   hukum   Pengadilan  

Agama  Muara Labuh   menjadi  8   (delapan)  kecamatan,   7   (tujuh)  

kecamatan  berada  di Kabupaten Solok Selatan, sebagai  berikut : 

1.   Kecamatan Sangir, 

2.   Kecamatan Sangir Batang Hari, 

3.   Kecamatan Sangir Balai Janggo, 

4.   Kecamatan Sangir Jujuan, 

5.   Kecamatan Sungai Pagu, 

6.   Kecamatan Pauh Duo, dan 

7.   Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. 

 

1 (satu) kecamatan berada di Kabupaten Solok, yaitu Kecamatan Pantai  

Cermin. 
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Luas Wilayah Hukum dan Jumlah Penduduk : 

 Kabupaten Solok Selatan. 

No Kecamatan 
Luas Wilayah 

(Km2) 

Jumlah Penduduk 

( orang ) 

1 Koto Parik Gadang Diateh 52410 23670 
2 Sungai Pagu 59600 33774 
3 Pauh Duo 28810 14843 
4 Sangir  

 
63299 41798 

5 Sangir Balai Janggo 51396 17625 
6 Sangir Jujuan 27806 13772 
7 Sangir Batang Hari 27999 25593 

 Jumlah  311320 171025 
Sumber : Data BPS Kabupaten Solok Selatan 

 Kabupaten Solok 

No Kecamatan 
Luas Wilayah 

(Km2) 

Jumlah Penduduk 

( orang ) 

1 Pantai Cermin 36600 23601 
Sumber : Data Kantor Camat Pantai Cermin 
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Pengadilan  Agama  Muara Labuh  sebagai  lembaga  peradilan  

sudah memiliki gedung sejak tahun 2005, sampai  sekarang  gedung terdiri 

dari 2 lantai, digunakan untuk beberapa ruangan yaitu ruang Ketua,  ruang 

Wakil Ketua, ruang Sidang, ruang Panitera, ruang Sekretaris, ruang Panitera 

Muda, ruang Panitera Pengganti, ruang Arsip, ruang Kasir, ruang Bendahara, 

ruang Kesektariatan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ), ruang 

pelayanan informasi dan pengaduan, ruang tunggu,   ruang  mediasi,  ruang  

bermain  anak  dan  laktasi,  ruang Teknologi Informasi dan Pelaporan, ruang 

rapat pimpinan, mushalla dan ruang pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh 
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Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Teknologi Informasi 
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Ruang Bermain Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) 
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Ruang Mediasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Kasir 
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Ruang Bendahara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Arsip 
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Ruang Sekretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Panitera 
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4. Pimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh Masa Ke Masa 

 

a.  Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 1959 

sampai sekarang. 

Sejak  berdirinya  sampai   sekarang,  Pengadilan  Agama  Muara  

Labuh  telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang Ketua, sebagai  

berikut : 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Dja’far Dt. Rajo Pandapatan 

 
 
 
 

1959 - 1977 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Syaukani Ma’arif  

 
 
 
 

1977 - 1995 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
Drs. Zulkarnaini S. (Plt)  

 
 
 
 

1995 - 1997 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
Drs. Muallif Datuk Mangkuto Lelo 

 
 
 
 

1997 - 2003 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
Drs. Nuzirwan, M.HI.  

 
 
 
 

2003 - 2007 
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6 

 

 

Drs. Jasri, SH. M.HI. 

 

 

2007 - 2012 

 

 

7 

 

 

Drs. H. Mahruddin Andry, SH. M.HI. 

 

 

 

2012 - 2014 

 

 

8 

 

 

Drs. H. Rudi Hartono, SH. 

 

 

 

 

28-01-2014 

sd 

05-03-2018 

 

 

9 

 

 

Nurmaisal, S.Ag., MH. 

 

 

 

 

 

  

 

06-03-2018 

sd  

09-08-2020 

 

 

10 

 

 

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10-08-2020 

sd  

sekarang 

 

b. Wakil  Ketua  Pengadilan Agama  Muara Labuh dari tahun 1983 

sampai dengan sekarang  

No Nama Periode 

1 2 3 

1 Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah 1983 - 1993 

2 Drs. Zulkarnaini S. 1995 - 2000 
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3 Drs. Zainal Arifin, SH. 2000 - 2004 

4 Drs. Jasri, SH., M.HI. 2004 - 2007 

5 Drs. Mudaris, MM. 2007 – 2010 

6 Drs. Auzar Nawawi, S.Ag, SH 2010 – 2011 

7 Drs. H. Abdul Rahim 2011 - 2014 

8 Dr. H. Gusmen Yefri 2016 - 2017 

9 Nurmaisal, S.Ag. 

 

 

 

 

 

 

2017 - 2018 

 

 
10 Anneka Yosihilma, SH. MH. 2018 – 2019 

11 Haris Luthfi, S.HI., MA. 2020 - sekarang 

 

 

c. Panitera Kepala dan Panitera/Sekretaris Pengadilan 

Agama Muara Labuh dari tahun 1970 s/d 2016 : 

No Nama     Periode 

1 2 3 
1 Jamilus Yusuf Dt. Sati 1970 - 1983 

2 Alwi Suri 1983 - 1992 

3 Drs. Rustam 1992 - 1996 

4 Drs. Aprizal 1996 - 1998 

5 Enaldi Kamid 1998 – 2003 

6 Ermawati. M, BA. 2003 – 2014 

7 Drs. H. Erigusmar 2014 - 2016 
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d. Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 2016 
s/d sekarang : 

No Nama         Periode 

1 2 3 
1 Drs. H. Erigusmar 2016 

2 Harmen, S.Ag. 2016 - 2018 

3   Nasril, S..Ag 2018- 2020 

4   Drs. Nurfadhil 2020- sekarang 

 

e. Sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 2016 sd 
sekarang: 

No Nama     Periode 

1 2 3 
1 Darnialis, S.Ag. 2016 - sekarang 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personil Pengadilan Agama Muara Labuh 
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C.   VISI DAN MISI  
 

1. Visi 
 

Sebelum dijabarkan yang Visi dan Misi Pengadilan Agama 

Muara Labuh perlu disampaikan Visi dan Misi Mahkamah Agung 

agar ada kesesuaian visi dan misi yang dicanangkan. Visi Mahkamah 

Agung adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang 

Agung”, sedangkan untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan misi 

sebagai berikut : 

 Menjaga kemandirian badan peradilan 
 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan 
 Meningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan.  
 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 

 

 
 

Mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung di atas, maka 

dirumuskan Visi dan Misi Pengadilan  Agama  Muara Labuh  agar  

ada  kesinambungan  dalam  menentukan langkah-langkah strategis 

yang dituangkan dalam tujuan dan program kerja. 

 
Adapun Visi Pengadilan Agama Muara Labuh adalah : 

 
 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh 

yang Agung”. 

 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Misi Pengadilan 

Agama Muara Labuh dirumuskan sebagai berikut : 

 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Labuh 

2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 

pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpian. 

4. Meningkatkan kredibilitas  dan transparansi    
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D.   RENCANA STRATEGIS  

 

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Labuh adalah  

pernyataan komitmen aparat Pengadilan Agama Muara Labuh secara 

terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian 

target yang disepakati. Komitmen ini merupakan usaha yang akan 

dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Tujuan merupakan 

penjabaran dari misi yang akan dicapai dan dapat terukur dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun yaitu 2020 - 2024 dengan memperhitungkan 

potensi  kekuatan, peluang, ancaman dan kendala yang mungkin 

timbul. 

 

Untuk pencapaian tujuan ini, maka Pengadilan Agama Muara 

Labuh dengan segala keterbatasan mencoba menyusun kegiatan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menuangkan ke 

dalam bentuk Rencana Strategis  2020 - 2024. 

 

Penyusunan Renstra akan dituangkan kedalam bentuk Form 

Renstra sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 jo Nomor 29 

Tahun 2010  tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja yang 

berisikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja serta 

Target capaian pertahun. 

 

I.     Tujuan 

Tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh seseorang atau 

organisasi.  Tujuan dapat dijadikan alat yang efektif untuk 

memastikan bahwasanya setiap anggota organisasi  sadar  akan  apa  

yang  harus  dilakukannya  untuk  mencapai  apa  yang diinginkan 

oleh organisasi. Tujuan dapat berbentuk tujuan jangka panjang, 
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jangka menengah, dan jangka pendek. 

Pengadilan Agama Muara Labuh, dalam rangka mencapai visi 

dan misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan 

strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2020-2024.  Tujuan  ini  

dirumuskan  dengan  mempertimbangkan sumber daya dan 

kemampuan yang dimiliki berdasarkan visi dan misi yang 

ditetapkan. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama 

Muara Labuh adalah sebagai berikut : 

 

1.   Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

2.  Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan penyelesaian 

perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi 

3.  Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan 

4. Terwujudnya akseptabilitas dan kepatuhan masyarakat 

terhadap putusan Pengadilan 

 

II.    Sasaran 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, 

yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan 2024, sasaran 

ini akan dievaluasi setiap tahunnya untuk mengukur kinerja dalam 

mencapai tujuan organisasi. Sasaran yang akan dicapai tidak 

terlepas dari tujuan yang telah dirumuskan di atas yaitu : 

1.  Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

2.    Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  
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3.  Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

4.    Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

 

III.   Indikator Kinerja 

Dari 4 sasaran tersebut di atas akan dijabarkan ke dalam 13 

indikator kegiatan yang merupakan Indikator Kegiatan Utama pada 

Pengadilan Agama Muara labuh selama dasawarsa RPJM 2020-2024. 

Indikator tersebut akan menggambarkan ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama 

Muara Labuh. 

 

Adapun Indikator Kinerja Pengadilan Agama Muara Labuh 

sebagai berikut : 

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

3. Persentase penurunan sisa perkara 

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

banding, kasasi dan PK 

5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan 

6. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat 

waktu  

7. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 

8. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi 

dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 

9. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat           

(ekonomi syariah)   yang dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari sejak diputus 

10. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 

11. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 

12. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 

13. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti 

(dieksekusi). 
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BAB II 
KEPERKARAAN 

 

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH. 

- Rekapitulasi Perkara  

- Rasio Perkara Terhadap Majelis 

- Putusan Yang Diajukan Banding : 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang tidak dapat diterima Tingkat 

Banding 

- Putusan Yang Diajukan Kasasi : 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding 

dan Kasasi 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding 

dan dibatalkan Kasasi. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding 

dan tidak dapat diterima Kasasi. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding 

dan dikuatkan Kasasi. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding 

dan dikuatkan Kasasi 

- Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali ( PK ) : 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding, 

Kasasi dan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding,  

dibatalkan Kasasi dan dikuatkan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding,  

tidak dapat diteima Kasasi dan dikuatkan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding,  
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dikuatkan Kasasi dan dikuatkan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding,  

dan Kasasi, yang dibatalkan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding,  

dibatalkan Kasasi dan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding,  

dikuatkan Kasasi yang dibatalkan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tingkat Banding,  

Kasasi dan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap  

dikuatkan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap  

dikuatkan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap  

dikuatkan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap  

dibatalkan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap  

dibatalkan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap  

dibatalkan PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap  

tidak dapat diterima PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Banding  yang berkekuatan hukum tetap  

tidak dapat diterima PK. 

 Putusan Pengadilan Tk. Kasai yang berkekuatan hukum tetap  tidak 

dapat diterima PK. 
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B.  PENYELESAIAN PERKARA 
 

 

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Muara Labuh telah menerima  

519 perkara, ditambah  dengan  sisa perkara  tahun 2019  sebanyak 2 

perkara,  sehingga  totalnya berjumlah  521 perkara.   Perkara yang 

diselesaikan tahun 2020 sebanyak  520   perkara, dan sisa perkara di 

akhir tahun 2020 sebanyak  1  perkara. 

 
 

 

No 
Kelompok 
Perkara 

Perkara 
Masuk 

Perkara Yang 
Diputus 

 

Sisa 
Perkara 

 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 
 
 

1 

 

 

Perdata 
Agama 

 
 

521 

 
 

520 

 
 

1 

 

 
Tabel 2-1 :  Matrik keadaan perkara PA Muara Labuh 
 
 

Secara rinci perkara masuk dan diputus tahun 2020 Pengadilan Agama 
Muara Labuh, dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

 
 
 
 

 

No 
 

Jenis Perkara 
 

Jumlah 
 

Keterangan 

1 2  4 

1. Izin Poligami -  
2. Pencegahan Perkawinan -  
3. Penolakan Perkara oleh PPN -  
4. Pembatalan Perkawinan -  
5. Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri -  
6. Cerai Talak 93 

 
 

7. Cerai Gugat 250  
8. Harta Bersama 1  
9. Penguasaan Anak -  
10. Nafkah Anak Oleh Ibu -  
11. Hak Bekas Isteri -  
12. Pengesahan Anak -  
13. Pencabutan Kek. Orang Tua -  
14. Perwalian -  
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15. Pencabutan Kekuasaan Wali -  
16. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali -  
17. Ganti Rugi Terhadap  Wali -  
18. Asal Usul Anak -  
19. Pen. Kawin Campuran -  
20. Isbat Nikah        71  
21. Izin Kawin -  
22. Dispensasi Kawin   103  
23 Wali Adhol 1  
24 Ekonomi Syariah -  
25 Kewarisan -  
26 Wasiat -  
27 Hibah -  
28 Waqaf -  
29 Zakat/Infaq/Shadaqoh -  
30 P3HP/Penetapan Ahli Waris -  
31 Lain-Lain -  

 Jumlah 519  
 

   Tabel 2-2 : Perkara masuk selama tahun 2020 pada PA  Muara Labuh 
 
 
  

 
NO 

 
JENIS PERKARA 

PERKARA PUTUS TAHUN 
2020 

 

Jumlah 
 

Keterangan 

A Dikabulkan -  
1. Izin Poligami -  
2. Pencegahan Perkawinan -  
3. Penolakan Perkara oleh PPN -  
4. Pembatalan Perkawinan -  
5. Kelalaian Atas Kewajiban Sm/Istri -  
6. Cerai Talak 82  
7. Cerai Gugat 233  
8. Harta Bersama -  
9. Penguasaan Anak -  
10. Nafkah Anak Oleh Ibu -  
11. Hak Bekas Isteri -  
12. Pengesahan Anak -  
13. Pencabutan Kek. Orang Tua -  
14. Perwalian -  
15. Pencabutan Kekuasaan Wali -  
16. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali -  
17. Ganti Rugi Terhadap Wali -  
18. Asal Usul Anak -  
19. Pen. Kawin Campuran -  
20. Isbat Nikah 64  



` 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2-3 : Perkara putus selama tahun 2020 pada PA  Muara Labuh 
 
 

Jumlah Sisa Perkara yang Diputus 

Sisa perkara tahun 2019 pada Pengadilan Agama Muara  Labuh  

sebanyak 2 perkara dan sudah diputus semuanya pada tahun 2020 

sebanyak 2 perkara. 
 

No Sisa tahun 2019     Putus 2020 Belum Putus Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 2           2 -  
 
Tabel 2-4 : Sisa perkara yang diputus selama tahun  2020 pada PA Nuara Labuh 

 

 

    

 

   Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu 
 

Perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Muara Labuh meliputi 

sisa perkara pada tahun 2019 kemudian ditambah penerimaan pada 

tahun 2020. Sisa perkara tahun 2019 sebanyak  2  perkara dan tahun 

2020 telah diterima 519 perkara sehingga jumlahnya  sebanyak 521 

perkara,  telah  diputus  sebanyak  520 perkara,  dengan  keadaan 

sebagai berikut : 

21. Izin Kawin -  
22. Dispensasi Kawin 100  
23 Wali Adhol 1  
24 Ekonomi Syariah -  
25 Kewarisan -  
26 Wasiat -  
27 Hibah -  
28 Waqaf -  
29 Zakat/Infaq/Shadaqoh -  
30 P3HP/Penetapan Ahli Waris -  
31 Lain-Lain -  
B DICABUT 20  
C DITOLAK  7  
D   TIDAK DITERIMA   4  
E   GUGUR 9  
F DICORET DARI REGISTER -  

Jumlah 520  
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Satistik Perkara PA Muara Labuh 

Sisa Tahun lalu

Masuk

Putus

Sisa

 Dikabulkan  :   480  perkara. 

 Dicabut  :     20 perkara 

 Ditolak   :       7 perkara 

 Tidak diterima  :       4 perkara 

 Gugur   :       9 perkara 

 Dicoret dari register :       - perkara 

Jumlah  :   520 perkara 

 
 

Dengan demikian sisa akhir perkara tahun 2020 untuk Pengadilan 

Agama Muara Labuh adalah 1 perkara.  

Berikut statistik perkara Pengadilan Agama  Muara Labuh Tahun 

2020 : 

 

 

 
 

  
 

 

  

 

 

 Grafik 2-1: Statistik perkara selama tahun 2020  pada PA Muara Labuh 

Dari 520perkara yang diputus, diputus tepat waktu sebanyak 

520  perkara. 

No Perkara Putus 
Putus Tepat 

Waktu 
Putus Tidak 
Tepat Waktu 

Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 520 520 - - 
Tabel 2-5 :  Perkara yang diputus selama tahun 2020 pada PA Muara Labuh 

 
 

No 
 

Nomor Perkara 
 

Sebab Putus Tidak Tepat Waktu 

1 2 3 
1 - - 

Tabel 2-6 : Rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun 2020 pada  

                    Pengdilan Agama Muara Labuh 
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    Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding,  

    Kasasi dan PK 
 

1.  Perkara yang mengajukan Banding 

Perkara pada Pengadilan Agama Muara Labuh yang mengajukan 

banding pada tahun 2020 sejumlah - perkara atau 100% dari - 

perkara yang putus yang dapat diajukan banding dengan 

keadaan sebagai berikut : 
 

 

No 
 

Jenis Perkara 
 

Jumlah 
 

Keterangan 

1 Izin Poligami -              

2 Cerai Talak -  

3 Cerai Gugat -  

4 Harta Bersama -  

Total -  

Tabel 2-7 :     Perkara yang mengajukan banding tahun 2020  pada PA Muara 
Labuh 

 
2.  Perkara yang mengajukan Kasasi 

Perkara pada Pengadilan Agama Muara Labuh  yang  

mengajukan  kasasi pada tahun 2020 sejumlah - perkara atau 

100% dari - perkara yang putus yang dapat diajukan kasasi, 

dengan keadaan sebagai berikut : 
 

 
No 

 
Jenis Perkara 

 
  Jumlah 

 
Keterangan 

1 Izin Poligami -  

2 Cerai Talak -  

3 Cerai Gugat -  

4 Harta Bersama -  

1 Itsbat Nikah -  

2 Dispensasi Kawin -  

3 Wali Adhal -  

4 Lain-lain -  

Total -  

Tabel 2-8 : Perkara yang tidak mengajukan  kasasi tahun 2020  
                      PA Muara Labuh 
 

              3.  Perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali 
 

Perkara pada Pengadilan Agama Muara Labuh yang mengajukan 
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peninjauan kembali pada tahun 2020 sejumlah - perkara atau 

100% dari - perkara yang putus yang dapat diajukan PK, dengan 

keadaan sebagai berikut : 

 
 

Tabel 2-9 : Perkara yang tidak mengajukan PK tahun 2019 pada  
                        PA Muara Labuh 
 
 
 

  Jumlah Perkara Perdata yang berhasil melalui mediasi 
 

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama  Muara Labuh  telah 

melakukan mediasi sebanyak 49 perkara, dan yang berhasil 

dimediasi sebanyak 2 perkara atau sebesar 4 %. Rendahnya  

tingkat  keberhasilan  mediasi  ini  disebabkan  oleh  para  pihak  

yang  pada umumnya mengajukan perkara ke Pengadilan Agama 

Muara Labuh merasa tidak punya jalan keluar lagi dan 

masalahnya sudah akut dan berlarut-larut. 

 

 
 

No 
 

Jumlah Mediasi 
 

Berhasil 
 

Tidak Berhasil 
 

Keterangan 

1 2 3 4 5 
1. 49 2 47  

Tabel 2-10 : Jumlah mediasi berhasil di PA  Muara Labuh  selama tahun 2020. 
 

 
 
 
 

 

No 
 

Jenis Perkara 
 

Jumlah 
 

Keterangan 

1 Izin Poligami -  

2 Cerai Talak -  

3 Cerai Gugat -  

4 Harta Bersama -  

1 Itsbat Nikah -  

2 Dispensasi Kawin -  

3 Wali Adhal -  

4 Lain-lain -  

Total -  
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              Perkara Putus berdasarkan jangka waktu : 
 

 

 
 No 

 
      Bulan Jangka Waktu Putus  

Ket 
0 - 3 Bln  3- < 5 Bln  5 Bln 

1 Januari 31 -   
2 Februari 42 -   
3 Maret 56 -   
4 April 27 -   
5 Mei 8 5   
6 Juni 30 6   
7 Juli 55 3   
8 Agustus 27 2   
9 September 82 -   
10 Oktober 53 6   
11 November 59 2   
12 Desember 24 2   

 JUMLAH 494 26   

Tabel 2-11 :      Jangka waktu perkara putus tahun 2020 pada Pengadilan 
Agama Muara Labuh 

 
 
 

Sisa akhir tahun 2020 sebanyak 1 perkara dengan keadaan 
sebagai berikut : 

 

1.    Dalam masa pengumuman Radio Teman Sejati              =     -      perkara 
 
2.    Hubungan dengan Pengadilan Agama lain (Tabayun)  =     -     perkara 
 
3.    Dalam proses izin atasan langsung sebagai PNS              =     -      perkara 
 
 J u m l a h                                                                                           =      -    perkara 

   
 

                    Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 
 

Dari 315 perkara cerai talak dan cerai gugat yang 

diselesaikan sampai dengan keluar akta cerai selama tahun 

2020, faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai 

berikut : 
 

 
NO 

 
PENYEBAB 

 
JUMLAH 

 
KETERANGAN 

1 Zina 1  
2 Mabuk 1  
3 Madat 1  
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4 Judi 5  
5 Meninggalkan salah satu pihak 27  
6 Dihukum Penjara 1  
7 Poligami 4  
8 KDRT 7  
9 Cacat Badan 1  

10 Perselisihan/pertengkaran terus menerus 233  
11 Kawin Paksa -  
12 Murtad 1  
13 Ekonomi 31  

 Jumla
h 

314  

Tabel 2-12 :  Faktor penyebab perceraian tahun 2020 pada PA  Muara Labuh 

 
Sementara itu sebanyak 7 perkara belum terlaksana Ikrar 
talaknya. 
 

 

               Perkara khusus yang menyangkut PP No.10 Tahun 1983 jo PP  
               No. 45 Tahun 1990 
 

Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang hendak 

melakukan perceraian dan izin poligami harus melalui 

prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 yaitu memperoleh izin/surat 

keterangan dari pejabat yang berwenang. Pada tahun 2020 

perkara perceraian yang dilakukan oleh PNS di Pengadilan 

Agama  Muara Labuh adalah sebagai berikut : 
    

 
 
 
 

Tabel 2-13 : Perkara Khusus PP 45 Tahun 1990 selama tahun 2020 pada  
                   Pengadilan Agama Muara Labuh 

 
 

  Keadaan Keuangan Perkara 
  

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh telah 

melaksanakan pengelolaan keuangan perkara sesuai dengan 

Pola Bindalmin dimana setiap penerimaan dan pengeluaran 

keuangan perkara dicatat dalam buku Kas Pembantu, Buku 

Jurnal Keuangan Perkara dan buku Induk Perkara serta buku 

bantu Bank. 

 

No 
 

Jenis Perkara 
 

Jumlah 
Izin Atasan  

Ket 
Ada Tidak 

1 Cerai Talak 16 5 11  
2 

 
 
 
 
 

Cerai Gugat 14  13   1  
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                           REKAPITULASI  KEUANGAN  PERKARA   PENGADILAN AGAMA MUARA LABUHUA 
RMAMMUARA LABUHLABUH 

 
 

No 

 
 

Bulan 

 
 

Masuk 

Keluar 
 
 

 
Saldo 

 
HHK I 

 
HHK II 

 
Panggilan 

 
Pemberi 
tahuan 

 
 
Pemberkasan 

 
Decente 

 
Meterai 

PNBP 
lainnya 

 
Pengembalian 

Sisa Panjar 

 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10             
11 

1
2 

13 1
4  Sisa TAYL 5.371.400  

1 Januari 35.352.000 1.860.000 310.000 13.910.000 2.180.000 3.100.000 0 186.000 1.310.000 2.090.000 24.946.000 15.777.400 

2 Februari 28.970.000 1.350.000 420.000 15.075.000 2.795.000 2.250.000 0 252.000 1.110.000 3.805.000 27.057.000 17.690.400 

3 Maret 32.272.000 1.440.000 560.000 16.375.000 4.550.000 2.400.000 0 336.000 1.280.000 6.205.000 33.146.000 16.816.400 

4 April 7.175.000 450.000 270.000 5.690.000 1.850.000 750.000 0 162.000 350.000 3.360.000 12.882.000 11.109.400 

5 Mei 1.875.000 150.000 130.000 1.410.000 780.000 250.000 0 78.000 130.000 1.960.000 4.888.000 8.096.400 

6 Juni 28.252.000 1.860.000 360.00000 11.135.000 2.095.000 3.100.000 0 216.000 920.000 3.295.000 22.981.000 13.367.400 

7 Juli 20.858.000 1.320.000 580.000 8.550.000 4.755.000 2.200.000 0 348.000 820.000 3.890.000 22.463.000 11.762.400 

8 Agustus 23.220.000 1.200.000 280.000 10.390.000 940.000 2.000.000 0 168.000 640.000 3.204.000 18.822.000 16.160.400 

9 September 40.970.000 2.610.000 820.000 19.375.000 4.575.000 4.350.000 0 492.000 1.760.000 7.963.000 41.945.000 15.185.400 

10 Oktober 24.643.000 1.320.000 580.000 11.375.000 2.170.000 2.200.000 0 354.000 1.040.000 545.000 19.584.000 20.244.400 

11 Nopember 27.301.000 1.710.000 610.000 13.685.000 2.994.000 2.850.000 0 366.000 1.180.000 11.204.000 34.599.000 12.946.400 

12 Desember 1.834.000 120.000 260.000 1.825.000 1.185.000 200.000 0 156.000 210.000 5.373.000 9.329.000 5.451.400 

  
TOTAL 278.093.400  272.642.000 

5.451.400 

 
Tabel 2 - 1 4  :  Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2020. 

Keterangan: 

1. Penerimaan            : 278.093.400,- 

2. Pengeluaran           : 272.642.000,- 

3. Sisa Akhir                : 5.451.400,- 
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a 

C.  AKREDITASI PENJAMINAN MUTU ( Sertifikat ISO Pengadilan ) 
 

 
Sidang keliling / Sidang di luar gedung pengadilan 

 

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan 

di luar gedung pengadilan yang diperuntukan  bagi  masyarakat  

yang  mengalami  hambatan  untuk  datang  ke  kantor pengadilan 

karena alasan jarak, transportasi dan biaya. 

Adapun petunjuk teknis sidang keliling di Peradilan Agama 

adalah SK Tuada Uldilag Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang 

Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. 

Lokasi  pelaksanaan  sidang  di  luar  gedung  Pengadilan  

Agama Muara Labuh  adalah Kecamatan   Sangir dan Pantai Cermin. 

Kedua   daerah tersebut merupakan wilayah yang jauh dari Kantor 

Pengadilan Agama Muara Labuh. 

Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Agama Muara Labuh 

mendapatkan alokasi dana  pelaksanaan sidang keliling/sidang di 

luar gedung pengadilan sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta 

rupiah ). 
 

 
No 

 

 
Anggaran 

 
Volume 
dalam 
DIPA 

 

 
Realisasi 
Anggara n  

 
Jumlah yang 

telah 
terlaksana 

1 2 3 4 5 
 

1. Rp. 50.000.000 231 Rp. 50.000.000 79 

 

Tabel 2-15 : Realisasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020 
 
 
 

       Pelayanan Sidang Terpadu 

Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Agama Muara Labuh 

mendapatkan alokasi dana  pelaksanaan sidang terpadu sebesar 

Rp.9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah ). 
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No 

 

 
Anggaran 

 

Volume dalam 

DIPA 

 
 
Realisasi 
Anggara n  

 

Jumlah yang 

telah terlaksana 

1 2 3 4 5 
 

1. Rp. 9.000.000 20 Rp. 9.000.000 25 

 

Tabel 2-16 : Realisasi Sidang Terpadu di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020 

 

       Perkara prodeo / pembebasan biaya perkara 

 

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma 

dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung. Adapun 

petunjuk teknis dari perkara prodeo ini, terdapat dalam Perma Nomor 1 

tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

Pengadilan Agama Muara Labuh mendapatkan alokasi dana untuk 

bantuan perkara prodeo dalam DIPA 401991 Tahun Anggaran 2020 

sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5  

perkara dengan realisasi sebanyak Rp. 1.500.000,-  untuk 5 perkara 

prodeo.   

Kurun waktu 2017 sampai dengan 2020. Anggaran bantuan perkara 

prodeo Pengadilan Agama Muara Labuh hanya 5 perkara setiap tahunnya, 

diharapkan untuk tahun yang akan datang dapat ditingkatkan. Apalagi 

Kabupaten Solok Selatan, wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh 

termasuk salah satu  daerah miskin dan tertinggal didaerah Sumatera 

Barat.   

 
 
No 

 
 

Anggaran 

 

 
Volume dalam 

DIPA 

 
 
Realisasi 
Anggaran 

Jumlah 
Perkara 

Prodeo yang 
telah 

diputuskan 
1 2 3 4 5 

 

1. 
 

Rp.1.500.000,- 
 

5 
 

Rp.1.500.000,- 
 

5 

Tabel 2-17 : Realisasi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020                 
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Hakim

Kepaniteraan

Kejurusitaan

Kesekretariatan

BAB III 

SUMBER DAYA MANUSIA 
 

 

Sumber daya manusia merupakan modal utama suatu organisasi yang 

harus mendapat perhatian utama, karena ia menjadi penentu keberhasilan 

organisasi. Oleh karena itu melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya 

manusia yang merupakan salah satu program Quick Wins Mahkamah Agung, 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur hukum 

sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan 

pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. 

-    Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan kepangkatan/golongan 

 

  

 

 

 

 

 

Grafik 3-2 :       Sebaran golongan / ruang ASN di PA Muara Labuh 

 
No 

 
Gol / Ruang 

 
Hakim 

Kepani 

teraan 
Kejuru 

sitaan 

Kesekre 

tariatan 

 
Jumlah 

1    III/a 1 - 1 - 2 
2    III//b - - - - - 
3    III/c - 2 - 3 5 
4    III/d 1 1 - 1 3 
5    IV/a 1 - - - 1 
6    IV/b - - - - - 
7    IV/c 1 - - - 1 

    Jumlah 4 3 1 4 12 

 
Tabel 3-18 : Golongan/Ruang ASN pada Pengadilan Agama Muara Labuh 
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-    Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan pendidikan. 
 

a.  Hakim 
 
No 

 
Jabatan 

Jenis Kelamin Pendidikan tertinggi 
Laki- 
laki 

 

Perempuan 
 

S1 
 

S2 
 

S3 

1 Ketua 1 -
1
-
1 

- 1 - 
2 Wakil Ketua 1 -

- 
- 1

- 
- 

3 Hakim - 2 2 - - 

Jumlah 2 2 2 2 - 
Total                   4 

Tabel 3-19 :       Tenaga Hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh 
 

b. Kepaniteraan 
 
No 

 
Jabatan 

Jumlah Pendidikan tertinggi 
Lk Pr  

SLTA 
 

D3 
 

S1 
 

S2 
 

S3 

1 Panitera 1
- 

- - - 1 - - 
2 Panitera Muda - 1 - 1 - - - 
3 Panitera Pengganti 1 - -  1 - - 
4 Fungsional / Staf - - - - - - - 

Jumlah 2 1 - 1 2 - - 
Total       3 

  Tabel 3-20 :       Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Muara Labuh 

 
c.  Kejurusitaan 
 
No 

 
Jabatan 

Jumlah Pendidikan tertinggi 
 Lk 

 
Pr 

 

 

SLTA 
 

D3 
 

S1 
 

S2 
 

S3 

1 Juru Sita 1 - - - 1 - - 
2 Juru Sita Pengganti - - - - - - - 

Jumlah 1 - - - 1 - - 
Tabel 3-21 :       Tenaga Kejurusitaan pada Pengadilan Agama Muara Labuh 
 
 

d. Kesekretariatan 
 
No 

 
Jabatan 

Jumlah Pendidikan tertinggi 
 
Lk 

 
Pr 

 

SLTP 
 

SLTA 
 

D3 
 

S1 
 

S2 

1 Sekretaris - 1
- 

- - - 1 - 
2 Kepala Sub Bagian 1 2

2 
- 2 - 1  

3 Fungsional/Staf - - - - - - - 

Jumlah 1 3 - 2 - 2 - 
Total 4 

Tabel 3-22 :       Tenaga Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Muara Labuh 
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Grafik 3-3 : Sebaran tingkat pendidikan ASN di lingkungan PA Muara Labuh 
 

Rekapitulasi Pendidikan ASN di Pengadilan Agama Muara Labuh 

Tabel 3-23 : Tingkat pendidikan pada Pengadilan Agama Muara Labuh 

 

 

-    Mutasi 

Selama tahun 2020 di Pengadilan Agama M uar a Lab uh  ada 

menerima dan melepas pejabat yang mutasi pindah sebagai berikut : 

 

No Jabatan     Mutasi Keluar     Mutasi Masuk 

1 Hakim 3 3
- 2 Kepaniteraan 2 1 

3 Kejurusitaan - 1 
4 Kesekretariatan - - 

 

           Tabel 3-24 :   Rincian Mutasi Keluar dan Masuk ASN pada PA  Muara Labuh 

 

 
No 

 
Jabatan 

Jumlah Pendidikan tertinggi 
 

Lk 
 

Pr 

 
SLTP 

 
SLTA 

 
D3 

 
S1 

 
S2 

 
S3 

1 Hakim 2 2 - -  2 2 - 
2 Kepaniteraan 2

- 
1 - - 1 2 - - 

3 Kejurusitaan 1 - - - - 1
1 

- - 
4 Kesekretariatan 1 3 - 2 - 2 - - 
5 Staf - - - - - - - - 

Jumlah 6 6 - 2 1 7 2 - 

Total 12 

SMA 
17% 

D3 
8% 

S1 
58% 

S2 
17% 

PENDIDIKAN ASN PA MUARA LABUH 
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Adapun rinciannya mutasi dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
 

No Nama / NIP Jabatan Lama Jabatan Baru Ketr. 

1 
Nurmaisal, S.Ag., MH. 
19741114 199903 2 001 

Ketua  Wakil Ketua 
PA Kelas I.B 

Keluar 

2 
Firdaus, S.HI., MH. 
19800406 200704 1 001 

Hakim Hakim Keluar 

3 
Asep Nurdiansyah, SH., MH. 

19830828 200904 1 005 
Hakim Hakim Keluar 

4 
Afkar, SH. 
19730226 199401 1 001 

Wakil Panitera Panitera Keluar 

5 
Renol Syaputra, S.HI. 
19821119 201101 1 008 

Panimud. 
Permohonan  

PP  
PA Kelas I.B 

Keluar 

6 
Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. 
19721231 200112 1 007 

Wakil Ketua  Ketua Masuk 

7 
Haris Luthfi, S.HI., MA. 
19820425 200904 1 004 

Hakim  Wakil Ketua Masuk 

8 
Dra. Hj. Rahmadinur 
19581010 199303 2 003 

Hakim  Hakim Masuk 

9 
Gerhana Putra, SH. 
19830611 200904 1 004 

Penata Laporan 
Perkara 

Panitera 
Pengganti 

Masuk 

10 
Ali Murdani Candra, SH. 
19890905 201503 1 002 

Jurusita 
Pengganti 

Jurusita Masuk 

 
Tabel 3-25 :  D a t a  Mutasi Keluar dan Masuk ASN pada PA  Muara Labuh Tahun 2020 

 
 
 

Pengadilan Agama Muara Labuh selama tahun 2020 telah 

mengusulkan kenaikan pangkat dan pada tahun itu juga telah 

diterima Surat Keputusannya sebagai berikut : 
 

N0 Nama / NIP TMT Gol. No. SK Tanggal 

1. - - - - 

 
Tabel 3-26 :     Kenaikan Pangkat ASN pada PA Muara Labuh 
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-    Promosi 

Tahun 2020 pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh yang 

mutasi promosi jabatan sebanyak 1 orang : 

  

No. Nama / NIP Jabatan Lama    Jabatan Baru 

 
1 

 
Nurmaisal, S.Ag., MH. 

 
Ketua PA Kelas II 

 
Wakil Ketua PA 

Kelas I.B. 

                 Tabel 3-27 : ASN yang mutasi promosi selama tahun 2020 pada PA Muara Labuh 
 

-    Pensiun 

Pada tahun 2020 pegawai yang pensiun dan meninggal dunia di 

Pengadilan Agama Mu ara  La b uh sebagai berikut : 

1. Warliati, NIP. 19620311 198603 2 001, Kasubbag. Perencanaan, 

TI dan Pelaporan, Pensiun TMT. 01-04-2020. 

2. Nasril, S.Ag. NIP. 19671231 199101 1 001, Panitera, meninggal 

dunia 16 Juli 2020.  

3. N
o
. 

Nama / NIP Jabatan  TMT 

 
1 

 
Warliati 

 
Kasubbag. Perenc., 
TI dan Pelaporan 

 
01-04-2020 

 
2 

 
Nasril, S.Ag. 

 
Panitera 

 
Meninggal Dunia  

16-07-2020 

Tabel 3-28 : ASN yang pensiun tahun 2020 pada PA Muara Labuh 

-    Diklat ( SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat ) 

Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh yang telah mengikuti 

diklat teknis berjumlah - orang dan diklat non teknis berjumlah - orang : 

 

 

No 

 

Nama 

 

Jabatan 

 

Unit Kerja Ket 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

          Tabel 3-29 :  ASN PA Muara Labuh yang  mengikuti diklat non teknis selama tahun 2020 
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          Profil Sumber Daya Manusia 

Sampai  dengan  akhir  tahun  2020,  Pengadilan  Agama Muara 

Labuh  mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sejumlah 12 

orang dengan rincian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3-4 : Sebaran ASN di lingkungan PA Muara Labuh 

 
 

      Sebaran SDM pada Pengadilan Agama Muara Labuh 

Sebaran  tenaga  teknis  dan  non  teknis  tersebut  di atas  pada  

lingkungan atas  pada  lingkungan atas  pada  lingkungan Pengadilan 

Agama Muara Labuh dapat diuraikan pada tabel berikut : 

 

No Nama Jabata
n 

Ket. 
1 2 3 4 

 

1 Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. 
 

Ketua  
 

 

2 Haris Luthfi, S.HI., MA. 
 

Wakil Ketua  
 

 

3 Dra. Hj. Rahmadinur 
 

Hakim 
 

 

4 Rizki Elia, S.HI. 
 

Hakim  

 

5 
 

Drs. Nurfadhil 
 

Panitera  

6 Darnialis.S.Ag 
 

Sekretaris  

7 Etmajuita.BA 
 

Panitera Muda Hukum  

34% 

25% 

33% 

8% 

SUMBER DAYA MANUSIA  
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

HAKIM

KEPANITERAAN

KESEKRETARIATAN

JURUSITA
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Tabel 3-30 : Tenaga Teknis dan Non Teknis pada Pengadilan Agama Muara Labuh 
 

 
 

 
Data Pegawai berdasarkan umur 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3-5 : Sebaran umur aparatur sipil negara di PA Muara Labuh 
 
 

 

No 
Usia 

(Tahun) 

 

Hakim 
Kepani 
teraan 

Kejuru 
sitaan 

Kesekre 
tariatan 

 

Jumlah 

1 20-30 1 - - - 1 
2 31-40 1 1 1 1 4

1 3 41-50 1 - - - 1 
4 51< 1 2 - 3 6 
   - - -  

Jumlah 4 3 1 4 12 

Tabel 3-31 : Kelompok umur Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Muara Labuh 

      

  8 Hafniati 
Kasubbag Umum dan 
Keuangan 

 

  9 Willia Hesti Sari, SE. 
Kasubbag Perencanaan, 
TI, dan pelaporan. 

 

10 Syafrizal 
Kasubbag Kepegawaian, 
Organisasi dan Tata 
Laksana 

 

11 Gerhana Putra, SH. Panitera Pengganti  

12 Ali Murdani Candra, SH. Jurusita  
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Data Pegawai  Honor / PPNPN 
 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara 

Labuh dalam melayani masyarakat pencari keadilan, Pegawai Negeri 

Sipil dibantu oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 

sebanyak 10 orang dengan gambaran sebagai berikut : 
  

 No Nama Tugas 
1. Yuli Yani, A.Md Pramubhakti  
2. Febrineldi Indrawan, SH Pengemudi 
3. Jon Hendri Pramubhakti 
4. Yulisosra Pramubhakti 
5. Nasrul Security 
6. Rusman Oklaviardi Security 
7. Yosri Vita, SE Pramubhakti 
8. Dezi  Novita Sari, SE Pramubhakti 
9. Vivi Susriawati Pramubhakti 

10. Fitrawati, S.HI Pramubhakti 

                                       Tabel 3-32 : PPNPN Tahun 2020 pada Pengadilan Agama Muara Labuh 
 
  

        Kebutuhan Sumber Daya Manusia 
 

Untuk menunjang kelancaran proses kerja dan mendukung 

pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama  Muara Labuh seharusnya 

memiliki sumber daya manusia sebagai berikut : 
 

No. Uraian Sekarang   
Kebutuhan 

Seharusnya   
Kebutuhan 1. Ketua 1 1 

2. Wakil Ketua 1 1 
3. Hakim 2 3 
4. Panitera 1 1 
5. Sekretaris 1 1 
6. Panitera Muda Hukum 1 1 
7. Panitera Muda Permohonan - 1 
8. Panitera Muda Gugatan - 1 
9 Kasubbag Umum dan Keuangan 1 1 

10 Kasubbag Perencanaan, TI, dan 
Pelaporan 

1 1 
11 Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 1 1 
12 Panitera Pengganti 1 5 
13 Jurusita 1 1 
14 Jurusita Pengganti - 2 
15 Bendahara - 1 
16 Tenaga administrasi / Staf - 5 

 JUMLAH 12 26 
Tabel 3-33 :     Kebutuhan SDM Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama 

Muara Labuh 
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Dengan memperhatikan data-data yang diuraikan pada bagian 

sebelumnya, sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama 

Muara Labuh hanya sebanyak 12 personil sehingga dapat diuraikan 

kekurangan SDM sebagai berikut : 

a.  Jabatan  fungsional  /  struktural  Pengadilan  yang  kekurangan  /  

masih  belum  terisi sampai dengan akhir tahun 2020 adalah : 

1).    Panitera Muda Gugatan 
2).    Panitera Muda Permohonan. 
3).    Pranata Peradilan 
4).   A r s i p a r i s  
5).   P r a n a t a  K o m p u t e r  
6 ) .  P u s t a k a w a n  
7 ) .  S t a f  

  

b.  Hakim  pada  Pengadilan  Agama Muara Labuh  belum  mencukupi  

kebutuhan berdasarkan rasio jumlah perkara yang diterima pada 

tahun 2020 ini sebanyak … perkara, idealnya jumlah majelis pada 

Pengadilan Agama Muara Labuh sebanyak 2 majelis. 

c. Pada Pengadilan Agama Muara Labuh belum didukung oleh tenaga 

administrasi yang memadai secara kualitas dan kuantitas, sehingga 

pekerjaan administrasi perkara dan keuangan perkara pada 

Pengadilan Agama seperti pada Meja I (penerimaan perkara), Meja 

II (pendaftaran perkara), Meja III (penyelesaian perkara pada 

tingkat pertama dan pengelolaan perkara pada tingkat banding dan 

kasasi), pengolahan laporan dan petugas pemegang kas, 

dilaksanakan oleh Jurusita, bahkan dibantu oleh tenaga honorer 

(PPNPN). 

d. Pada bagian kesekretariatan juga cenderung terdapat kekurangan 

sumber daya manusia. 

     Jabatan Kasubbag (eselon IV) pada Pengadilan Agama Muara 

Labuh telah terisi semua, namun pada umumnya pejabat tersebut 

melaksanakan tugas tanpa dibantu pelaksana / staf yang memadai, 

sebagaimana yang dimaksud pasal 15 ayat (2) Undang-undang 
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Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur 

bahwa pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya dibantu 

oleh pelaksana / staf. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN 

PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI 
 

 

 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN 
 

1. Alokasi Anggaran 
 

 

Untuk tahun 2020, Pengadilan Agama Muara Labuh 

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.025.210.000 ,-yang 

dibagi atas 3 (tiga) program yaitu: 

1.  Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya 
Mahkamah Agung 

 

2.  Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung 
 

3.  Peningkatan manajemen Peradilan Agama 

Sedangkan pada tahun 2019, Pengadilan Agama Muara 

Labuh mendapatkan alokasi anggaran sebesar  Rp. 2.529.206.000.  

Hal ini menunjukkan adanya kenaikan alokasi anggaran sebesar 

Rp. 496.004.000,-.  

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk masing-masing 

program sebagai berikut : 
 

No PROGRAM PAGU 2019(Rp) PAGU 2020(Rp) 

1. Dukungan manajemen dan tugas  teknis 
lainnya Mahkamah Agung  RI 2.443.206.000- 2.604.279.000- 

2. Peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur Mahkamah Agung RI 
25.500.000- 360.431.000- 

3. Peningkatan manajemen Peradilan 
Agama 60.500.000- 60.500.000- 

 TOTAL 2.529.206.000- 3.025.210.000,- 

 
Tabel 4-34 : Alokasianggaranper-programpada Pengadilan Agama Muara Labuh  
                          TA 2019 dan 2020. 
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86% 

12% 

2% 

Alokasi Anggaran per Program 

Program  005,01,01

Program  005.01.01

Program  005.04.08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
  

 
 

Grafik 4-6 : Alokasi Anggaran perprogram tahun 2020 PA. Muara Labuh 

 

 

Rincian penggunaan anggaran dari masing-masing pagu 

per-program sebagai berikut : 

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 

Mahkamah gung terdiri dari : 

 Belanja Pegawai sebesar  :   Rp. 1.681.823.000,- 

 Belanja Barang sebesar  :   Rp.    922.456.000,- 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Mahkamah Agung RI terdiri atas belanja modal  sebesar        

Rp. 360.431.000,- yang dipergunakan untuk  belanja sarana 

dan prasarana untuk peningkatan pelayanan kepada para 

pencari keadilan. 

3.  Program  peningkatan manajemen  Peradilan  Agama terdiri  

atas belanja  barang sebesar Rp. 60.500.000,- yang 

dipergunakan untuk peningkatan akses peradilan di 

antaranya pembebasan biaya perkara, dan sidang di luar 

gedung pengadilan. 

 

Secara rinci, alokasi anggaran yang diterima oleh 

Pengadilan Agama Muara Labuh pada tahun 2020 dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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No 
 

Satker 
 

Gaji 
 

Barang 
 

Modal 
 

Badilag 
 

Jumlah 

 

1. PA Muara 
Labuh 

 

1.681.823.000 
 

922.456.000 
 

360.431.000 
 

60.500.000 
 

3.025.210.000 

Tabe 4-35 : Alokasi anggaran per-jenis belanja pada PA Muara Labuh TA 2020. 

 

2.   Realisasi Anggaran Tahun 2020 
 

1.   Belanja Pegawai  
 

 

No 
 

Uraia
n 

 

Pagu 
 

Realisasi 
 

Sisa 
 

Ket 

1 2 3 4 5 6 
1 Belanja Gaji Pokok PNS 684.140.000 684.139.000 100 100% 

2 Belanja              
PembulatanGaji11 

10.000 9.516 484 95,16% 

3 BelanjaTunj.Suami/Ist
eri 

59.031.000 59.023.370 7.630 99,99% 

4 BelanjaTunj.AnakPNS 21.932.000 21.931.612 388 100% 

5 BelanjaTunj.Struktural  
ttsssssssbbbbTTTTunj.
Tunj.FungsionalBelanja 
Tunj.Fungsional 

25.230.000 25.200.000 30.000 99,88% 

6 BelanjaTunj.Fungsional 678.695.000 678.695.000 0 100% 

7 BelanjaTunj.PPH 71.177.000 71.117.619 59.381 99,92% 

8 BelanjaTunj Beras 

 

39.394.000 39.251.640 142.360 99,64% 

9 BelanjaTunjMakan PNS 101.289.000 99.415.000 1.874.000 98,15% 

10 BelanjaTunj.UmumPNS 925.000 925.000 0 100% 

TOTAL 1.681.823.000 1.679.708.657 2.114.343 99,90% 

Tabe 4-36 : Realisasi Belanja Pegawai pada PA Muara Labuh TA 2020. 
 

 
2.   Belanja Barang 

 

Belanja Barang terdiri dari 2 (dua) DIPA yaitu DIPA Badan 

Urusan Administrasi (01) dan DIPA Ditjen Badilag (04). 

Adapun Rekapitulasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun 

Anggaran 2020 PA Muara Labuh sebagai berikut : 

 Belanja Barang (005.01). 
 

 

No 
 

Uraian 
 

Pagu 
 

Realisasi 
 

Sisa 
 

Ket 

1 2 3 4 5 6 
 

1 Belanja Keperluan 
Perkantoran 437.580.000 437.580.000 0 100% 

 

2 Belanja Pengiriman 

Surat dinas pos pusat 
3.600.000 3.600.000 0 100% 

 

3 Belanja Honor 
Operasional satker 45.300.000 37.500.000 7.800.000 82,78% 
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4 Belanja barang 
Operasional lainnya 14.430.000 14.430.000 0 100% 

 

5 Belanja Barang 

persediaan konsumsi 
35.405.000 35.405.000 0 100% 

6 Belanja penganan Covid 8.000.000 8.000.000 0 100% 

7 Belanja langganan listrik 19.800.000 18.800.441 999.559 94,95% 
 

8 Belanja langanan 

telepon 
600.000 540.840 59.160 90,14% 

9 Belanja langganan air 996.000 846.000 150.000 84,93% 

10 Pemeliharaan Gedung 116.740.000 116.740.000 0 100% 

11 Pemeliharaan Mesin 121.140.000 121.140.000 0 100% 

12 Perjanan Biasa 88.095.000 88.089.700 5.300 99,99% 

Total 
 

891.786.000 882.671.981 8.012.719 98,98% 

Tabel 4-37 : Realisasi Belanja Barang (005.01) TA. 2020   
                        pada Pengadilan Agama Muara Labuh 

 
 

 Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim ( BA.BUN ) 
Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim DIPA Badan Urusan 

Administrasi (01) Tahun Anggaran 2020 PA Muara Labuh 

sebagai berikut  : 

No Uraian Pagu Realisasi Sisa 

1 Belanja sewa 

Rumah Hakim 
30.760.000 30.710.000 50.000 

Jumlah 30.760.000 30.710.000 50.000 

Tabel 4-38 : Realisasi Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim TA. 2020   
                        pada Pengadilan Agama Muara Labuh 

   

Adapun Rekapitulasi Belanja Barang DIPA (04) Tahun 
Anggaran 2020 PA.Muara Labuh sebagai berikut : 
  

 
No 

 
Uraian 

 
Pagu 

 
Realisasi 

 
Sisa 

 

Ket 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
Belanja Barang Non 
Operasional 

1.500.000 1.500.000 0 100% 

 
2 

Belanja Perjalanan 
biasa 

54.000.000 54.000.000 0 100% 

 
3 Belanja Sewa 5.000.000 5.000.000 0 100% 

Total     
Tabel 4-39 : Realisasi belanja barang (005.04) TA.2020   
                        pada PA Muara Labuh 
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3.   Belanja Modal 
 

Rekapitulasi Belanja Modal Pengadilan Agama Muara Labuh 
Sebagai berikut : 

 
 

No 
 

Uraian 
 

Pagu 
 

Realisasi 
 

Sisa 
 

Ket 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
Belanja Modal 
Peralatan dan 
Mesin 

       360.431.000    359.600.000 831.000  

Total 360.431.000    359.600.000       831.000  

Tabel 4-40 : Realisasi Belanja Modal TA. 2020  pada PA Muara Labuh 

 
4.   Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2020 

 

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 
2020 pada Pengadilan Agama Muara Labuh dapat dilihat 
sebagai berikut  

 

a)  DIPA 01 
 

 

Tabel 4-41 : Realisasi PNBP DIPA 01 TA. 2020 pada PA Muara Labuh 

 
b)  DIPA04 
 

 
 

No. 
 

Uraian 
 

Estimasi 
 

Realisasi 
 

% 
 

Ket 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Ongkos Perkara 15.000.000 15.390.000 103%  

 
2 
 

Pendapatan 
Kejaksaan dan 
Peradilan lainnya 

20.000.000 22.315.000 112%  

TOTAL 35.000.000 37.705.000 108%  

Tabel 4-42 : Realisasi PNBP DIPA 04 TA. 2020 pada PA Muara Labuh 
 
  
 

 

No. 
 

Uraian 
 

Estimasi 
 

Realisasi 
 

% 
 

Ket 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
Pendapatan Sewa 
Rumah Dinas 

2.406.000 1.772.700 73,67  

 

2 
Penerimaan 
kembali 
belanjapegawaiTAY
L 

0 0    0  

 

3 
  

Penerimaan kembali 
   persekot gaji   0 0 0 

 

 

TOTAL 2.406.000 1.772.700 73,67  
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3.   Pelaporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Labuh 
 

1.  Pelaporan keuangan berbasis akrual 
 

Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah 

dimulai sejak tahun 2015. Hal ini menjadi langkah penting  

bagi pemerintah  dalam menyediakan informasi yang lebih 

baik terutama dalam menyajikan informasi terkait 

pengukuran kinerja pemerintah. 

Pada tanggal 4 Maret 2015 Kementerian Keuangan 

menyelenggarakan kick-off Implementasi Akuntansi  

Pemerintahan  Berbasis Akrual dalam rangka menciptakan 

momentum awal penerapan implementasi akuntansi 

pemerintahan berbasis  akrual serta  guna menciptakan  

semangat dan komitmen kuat  pada pimpinan Kementerian 

/Lembaga terhadap implementasi akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual dengan tetap mempertahankan peningkatan 

kualitas pelaporan keuangan. 

Kick off   Implementasi    Akuntansi    Pemerintahan    Berbasis     

Akrual  ini menjadi tanda dimulainya penerapan akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana  diamanatkan  

dalam   Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,   bahwa    tahun  

2015  merupakan  awal  penyusunan  laporan keuangan 

berbasis akrual oleh pemerintah. 

Akuntansi  berbasis  akrual  tidak  hanya  dapat  menghasilkan  

nilai  beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun 

seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan 

publik dapat dihitung secara lebih wajar. Dengan demikian 

pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat 
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pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan untuk mendukung keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat 

UUD 1945. Berdasarkan   Pasal   7   Permenkeu   RI   Nomor   

177/PMK.05/2015   tanggal 21 September 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa ketentuan 

dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan 

Laporan Keuangan Berbasis Akrualsecara penuh mulai Tahun 

Anggaran 2015. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang 

digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan meliputi  

LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK yang disertai dengan 

pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat 

Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang 

ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai 

Pengguna Anggaran. 

Dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan akuntansi 

berbasis akrual pada Mahkamah Agung RI, kegiatan yang telah 

dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Labuhsebagai 

berikut: 

a. Mengirimkan pegawai/operator untuk mengikuti 

pelatihan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, baik 

yang diadakan oleh PTA Padang, maupun yang diadakan 

oleh  KPPN Solok. 

b. Mengadakan sosialisasi, rekonsiliasi dan konsolidasi SAIBA 
dengan 

c. Korwil PTA Padang. 

d. Melaksanakan rekonsiliasi internaldan eksternal dengan 
KPPN Solok. 
  

 
 



` 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh  55 
 

2. Penatausahaan PNBP 
 

 

Dengan adanya aplikasi SIMARI PNBP Online,   Mahkamah   

Agung RI membuat terobosan yang sangat penting dalam 

mengimplementasikan Visi Mahkamah  Agung  RI,  yaitu  

“Terwujudnya  Badan  Peradilan  Indonesia  Yang Agung”. 

Untuk mendukung Visi Mahkamah Agung RI tersebut harus 

diterapkan sistem yang berbasis TI. Hal ini sesuai dengan salah 

satu dari 10 karakter Badan Peradilan yang Agung, yaitu 

“Badan Peradilan yang berbasis TI terpadu untuk mewujudkan 

peradilan yang modern”. 

 

Melalui   pengembangan   aplikasi   PNBP  Mahkamah  

Agung  RI  Online  pada SIMARI, Bendahara Penerimaan pada 

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya lebih 

sistematis dalam melakukan tugas dan fungsinya mulai dari 

Penetapan Target PNBP, Penerimaan Uang PNBP, Penyetoran 

Uang PNBP, Pembukuan PNBP, Pelaporan Realisasi PNBP, 

sehingga seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, 

dan lebih akuntabel dalam pengelolaan penatausahaan PNBP. 

 

Sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi 

Nomor 96/BUA/ HM.01.2/4/2015 tanggal27 April 2015 

tentang Penggunaan Modul Aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI 

Online, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan 

Badan Peradilan dibawahnya diwajibkan untuk menggunakan 

aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI Online pada SIMARI dengan 

alamat https://simari.mahkamahagung.go.id 

 

 

 

https://simari.mahkamahagung.go.id/
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 Prestasi yang diraih Pengadilan Agama Muara Labuh dalam 

Pengelolaan Keuangan Tahun 2020 : 

1. Perngkat 1 Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 01 BUA 

Pengadilan Agama se Sumatera Barat bulan Januari 2020. 

2. Perngkat 1 Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 04 Badilag 

Pengadilan Agama se Sumatera Barat bulan Januari 2020. 

3. Perngkat 1 Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 04 Badilag 

Pengadilan Agama se Sumatera Barat bulan April 2020. 

4. Perngkat 1 Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 04 Badilag 

Pengadilan Agama se Sumatera Barat bulan Mei 2020. 

5. Perngkat 2 Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 04 Badilag 

Pengadilan Agama se Sumatera Barat bulan Februari 2020. 

6. Perngkat 2 Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 04 Badilag 

Pengadilan Agama se Sumatera Barat bulan Maret 2020. 

7. Peringkat 2 Laporan Keuangan Triwulan III Pengadilan se Sumatera 

Barat Tahun 2020. 

8. Perngkat 3 Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 01 BUA 

Pengadilan Agama se Sumatera Barat bulan Mei 2020. 

 

 
 

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 
 

Pengadilan Agama Muara Labuh telah melakukan 

pengelolaan sarana dan prasarana, baik prasarana gedung 

maupun sarana fasilitas gedung dan kesemuanya itu telah 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Semua  sarana 

dan prasarana  gedung tersebut merupakan barang inventaris 

kantor telah terinput kedalam aplikasi SIMAK- BMN (Sistem 

Informasi Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara). Sesuai 

peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 tentang tata 
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cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan 

pemindahtanganan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 120/PMK.6/2007 tentang 

Penatausahaan Barang Milik Negara. Salah satunya untuk 

pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui 

Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI) disampaikan secara 

periodik per semester dan tahunan dari UAKPB (Unit Akuntansi 

Kuasa Pengguna Barang) ke UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung RI selaku UAPB 

(Unit Akuntansi Pengguna Barang). 

 
 

2.   Inventarisasi Kekayaan Negara 
 

Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Pengadilan 

Agama Muara Labuh terdiri atas tanah, gedung dan bangunan dan 

aset tetap lainnya. Aset dimaksud merupakan  sarana dan 

prasarana  Pengadilan yang dipergunakan untuk mendukung 

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 

Adapun golongan dan nilai BMN yang dikelola oleh Pengadilan 

Agama M u a r a  L a b u h pada Tahun Anggaran 2020 dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 4-43 : Data golongan dan nilai aset yang dikelola oleh PA Muara  
                        Labuh TA.2020    
 
 

No   Uraian 

 

Nilai Rp) 

1. Tanah 3.187.260.000 
2. Peralatan dan Mesin 1.793.297.699 
3. Gedung danBangunan 2.917.013.000 
4. Aset Tetap Lainnya 154.079.940 
5. Aset yang henti gunakan 0 
6. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -1.281.672.966 
7. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan -322.480.166 
8. Akumulasi Penyusutan henti digunakan 0 

Jumlah 6.449.519.707 
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Tanah         3.187.260.000 

  
Peralatan dan Mesin      1.793.297.699 

Gedung dan Bangunan      2.917.013.000 

Aset Tetap lainnya         154.079.940 

 

Grafik 4-7 : Statistik Aset TA.2020 pada PA  Muara Labuh. 
 
 

Dari tabel diatas, masing-masing BMN pada Pengadilan 

Agama Muara Labuh dapat dirinci setiap golongan barang 

sebagai berikut : 

a.   Tanah 
 

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah 
yang dimiliki atau dikuasai  oleh Pemerintah RI cq. 
Mahkamah Agung RI untuk digunakan dalam pelayanan 
publik. Nilai tanah TA. 2020 sebagai berikut : 
 

 

SATKER NILAIILAI(Rp) 
2019 2020 

1 2 3 

Pengadilan Agama Muara Labuh     3.187.260.000,- 3.187.260.000,- 

Total    3.187.260.000,- 3.187.260.000,- 

Tabel 4-44 : Nilai Tanah yang dikelola oleh PA Muara Labuh  Tahun 2020 
 

b.   Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin yang dimaksud disini adalah peralatan 

dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI cq. 

Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam 

mendukung kegiatan pelayanan publik. 

Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan 

mesin ini mencakup antara lain: alat rumah tangga, alat 

komunikasi, alat pemancar, alat pengolah data, alat 

keselamatan kerja, dan alat peraga. 

Nilai peralatan dan Mesin TA. 2019 dan TA. 2020 dapat 

dirinci sebagaimana berikut : 
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Uraian 
NILAI 
(Rp) 2019 2020 

Alat bantu - - 
Alat angkutan darat bermotor 251.791.151 579.791.151 

Alat kantor 560.256.487 506.633.187 

Alat rumah tangga 132.871.953 164.851.149 

Alat studio   

Alat komunikasi      34.399.00 33.949.000 

Peralatan Pemancar     19.160.000 77.660.000 

Alat Kedokteran   

Komputer Unit      64.594.578 138.344.178 

Laptop       81.844.820 94.168.673 

Peralatan Komputer     105.431.720 197.900.020 

Total  1.250.295.509 1.793.297.699 

 
Tabel 4-45 : Nilai Peralatan dan Mesin PA.Muara Labuh TA. 2019 

 dan TA 2020 
 

 
a. Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung c-Court. 

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi 

Nomor  03 tahun 2016 tentang Petunjuk pelaklasanaan 

Pengalihan status Penggunaan antar Kuasa Pengguna Barang 

dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan 

dibawahnya untuk mengefektifkan penatausahaan Barang 

milik Negara, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia mengirimkan Alat Pengolah Data dan 

Komunikasi   c-Court pada Pengadilan Agama Muara Labuh 

untuk dipergunakan menunjang program kerja dan sudah 

dicatat sebagai Aset Tetap melalui mekanisme Tranfer Masuk 

di SIMAK-BMN Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai 

berikut  :  

No Nama Barang Type/ Merk 
Tanggal 

Perolehan 

Jumlah 
Harga Satuan Jumlah Total 

Vol Satuan 

1. Server Fujitsu 17-12-2019 1 Unit 84.310.000 84.310.000 

2. Rak Server 
Indorack 19’ 
Standing Close 

17-12-2019 1 Unit   9.866.590   9.866.590 

3. P.C Unit 
HP AIO Pro 
One 600 G5 

17-12-2019 4 Unit 12.187.400 48.749.600 

4. 
Uninterrupti
ble Power 
Suply (UPS)  

APC Back-UPS 17-12-2019 4 Unit  2.534.0000 10.136.000 

5. 
Komputer 
Jaringan 
Lainnya 

Vestouch 
Interactive 
Android KiosK 
21,5 

17-12-2019 1 Unit 17.840.000 17.840.000 

Tabel 4-46 : Transper Masuk Peralatan dan Mesin PA.Muara Labuh  TA. 2019 dan TA 2020 
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Kondisi kendaraan dinas yang ada pada Pengadilan Agama M u a r a  L a b u h  tahun 
2020 sebagai berikut : 

 

N
O 

 

Jenis 
Kendaraan 

Merk Type 
Kendaraan 

Tahun 
Perolehan 

Kondisi 
Kendaraan 

Peruntukan 
Kendaraan 

 

KET 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Kendaraan 

Dinas Roda 4 
Kijang Innova  2020 Baik Ketua  

2 Kendaraan 
Dinas Roda 4 

Kijang Innova  2008 Baik Operasional  

3 Kendaraan 
Dinas Roda 2 

 
 

    

 
 

 

Honda NF 125 SD 2005 Baik Operasional  
Honda NF 125 SD 2007 Baik Operasional  
Honda CS1241RR 2008 Baik Operasional  
Honda Supra X 125 2008 Baik Operasional  

Honda Mega Pro 2008 Baik Operasional  
Tabel 4-47 :  Kondisi Kendaraan Dinas yang dikelola oleh PA.Muara Labuh TA.2019 dan2020 

 
 
 

c.   Gedung dan Bangunan 
 

Gedung dan bangunan yang dimaksud disini adalah 

gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai 

oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang 

selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan 

pelayanan publik. Aset tetap yang dapat 

diklasifikasikan dalam gedung  dan bangunan ini 

mencakup antara lain: gedung Kantor dan bangunan 

rumah Negara serta pagar. 

Nilai gedung  dan bangunan TA 2019 dan TA 2020 

dapat  dirinci sebagaimana berikut: 

 

Satuan Kerja 
Nilai ( Rp. ) 

2019 2020 
1 2 3 

Pengadilan Agama Muara 
Labuh 

2.917.013.000,- 2.917.013.000,- 

Total 2.917.013.000,- 2.917.013.000,- 

Tabel 4-48 : Nilai gedung dan bangunan yang dikelola oleh  PA. Muara Labuh  
                       Tahun Anggaran 2019 dan 2020. 
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Kondisi Rumah Dinas yang ada pada Pengadilan Agama 

tahun 2020 sebagai berikut: 
 

 
No 

 
Uraian 

 
Jumlah 

Kondi
si 

 
Ket  

Baik Rusak 
Ringan 

Rusak Berat 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Rumah Dinas Type B 
( Ketua ) 

1 1 - -  

2 Rumah Dinas Type D 
( Panitera ) 
 
 
 
 
 

1  - 1 Daerah 
rawan 
banjir 

 
 
 banjir  

            Tabel 4-49 : Kondisi rumahdinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama  
                       Muara Mabuh TA. 2020 

 

 

d.   Aset Tetap Lainnya 
 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak 

dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, tetapi 

memenuhi defenisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini terdiri 

atas: koleksi perpustakaan/buku. Nilai aset tetap lainnya 

TA.2019 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut : 

 
 

 

Uraian 
NILAI (Rp) 

2019 2020 
Bahan Perpustakaan 
Tercetak 

       154.079.940         154.079.940 

Total        154.079.940         154.079.940 

Tabel 4-50 : Nilai aset tetap lainnya yang dikelola oleh Pengadilan  
                         Agama Muara Labuh Tahun 2019 dan 2020. 
 
 
 

e.     Penghapusan Barang Milik Negara ( BMN ) 
 

Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh tidak ada 

melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara. 

f.     Pengelolaan Surat Masuk dan Suat Keluar. 

Pengadilan Agama Muara Labuh selama Tahun 2020 

telah mengelola surat masuk dan surat keluar 

sebagai berikut : 
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No Jenis Surat Masuk Keluar Ket 
1. Mahkamah Agung   63 7  
2. Badilag 1 1  
3. PTA Padang 97 90  
4. PA lain 380 550  
5. Instansi lain 80 102  
6. KPPN Solok 25 10  
7. KPKNL Padang 1 -  
8. Pribadi 75 150  

Jumlah 722 910  
Tabel 4-51 :  S u r a t  M a s u k  d a n  K e l u a r  pada PA. M u a r a L a b u h  
               Tahun 2020 

 

3.   Peningkatan Sarana dan Prasarana 
 

1.   Pengadaan Peralatan dan Mesin. 
 

Dalam tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh 

mendapatkan alokasi belanja modal pengadaan peralatan dan 

mesin sebesar Rp. 25.500.000,- ( Dua puluh lima juta lima 

ratus ribu rupiah  ) dan terealisasi sebesar Rp 25.500.000,-  

( dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) 

Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA 2020 

sebagai berikut : 

Tabel 4-52 : Pengadaan peralatan dan mesin pada PA Muara Labuh  
                        TA 2020  
 
 

2.      Belanja keperluan Perkantoran Langganan Internet (BA.BUN). 
 

Internet adalah suatu jaringan kerja komputer golobal 

berbasis teknologi TCP/IP, akses Internet adalah koneksi 

logika ke internet yang menghubungkan pengguna internet ke 

No Uraian Pagu Realisasi 
1 Pengadaan 1 Unit Kend. 

Dinas Roda 4 ( Innova ) 
328.831.000 328.000.000 

2 Pengadaan 2 Unit 
Komputer 

25.000.000 25.000.000 

3 Penanganan Covid-19 6.600.000 6.600.000 

Total 360.431.000 359.600.000 
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NOC ISP, dengan bentuk dial Up atau dedicated 

leasedlined/wavelane.  

Astinet adalah layanan akses internet dan multimedia 

TELKOMnet. Merupakan performasi akses yang baik 

ditunjang ditunjang dengan ketersediaan  bandwidth ke 

internet global. C. Monitoring selama 24 jam melalui tools 

network management system. 

           Dalam tahun anggaran 2020 PA Muara Labuh mendapatkan 

alokasi belanja langganan internet ( BA.BUN ) sebesar 

Rp.1.940.870,-(Satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu 

delapan ratus tujuh puluh rupiah). 

 

3.   Pemeliharaan 

Dalam tahun anggaran 2020 PA Muara Labuh mendapatkan 

alokasi belanja untuk pemeliharaan gedung bangunan 

Rp.116.740.000,- (Seratus enam belas juta tujuh ratus empat 

puluh ribu rupiah) realisasi sebesar Rp.116.740.000,- 

(Seratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu 

rupiah) dan peralatan mesin sebesar Rp.121.140.000,-    

(Seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu 

rupiah) dan realisasi sebesar Rp.121.140.000,-    (Seratus dua 

puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah). 

Belanja pemeliharaan TA 2020 dapat dilihat sebagai berikut : 

 
No Uraian Pagu Realisasi Sisa 

1 
Pemeliharaan 
Gedung dan 
Bangunan 

116.740.000 116.740.000 - 

2 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin 

121.140.000 121.140.000 - 

JUMLAH 237.880.000 237.880.000 - 
 

Tabel 4-53 : Pemeliharaan Asset TA 2020 pada PA Muara Labuh 
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E-Court 

Pegadilan 

Agama 

Muara 

Labuh  

Sudah Aktif

C.   PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI  
 

       - Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Muara Labuh 

Untuk mendukung pelayanan prima serta untuk  meningkatkan 

mutu pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan akses masyarakat 

pada keadilan (access to justice), Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 

3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (e-

Court) atau yang lebih dikenal dengan Peradilan Elektronik yang 

memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI) telah mewajibkan 

seluruh peradilan di Indonesia untuk menerapkan Perma ini, dimana 

Aplikasi ini terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), 

pembayaran uang panjar biaya perkara (e-payment) serta penyampaian 

pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).  

 Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tidak hanya terbatas pada 

berkas pengajuan permohonan dan gugatan, namun juga terhadap jawaban, 

replik, duplik, dan kesimpulan, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola 

administrasi yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online. 

Pengadilan Agama Muara Labuh adalah salah satu badan Peradilan di 

bawah Mahkamah Agung RI, berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama 

Padang, yang berfungsi memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat telah 

pula berupaya melaksanakan  PERMA ini dengan melakukan beberapa langkah 

sebagai berikut : 

1. Telah menunjuk pegawai yang ditugaskan sebagai penanggung jawab 

username dan pasword e-court Mahkamah Agung RI 

2.  Telah mengirimkan rekap data pegawai yang ditugaskan sebagai 

penanggung jawab username dan pasword e-court Mahkamah Agung RI 

3. Telah melakukan konvigurasi pada e court Mahkamah Agung RI 

4. Telah mengaktifkan SIPP lokal versi 3.2.0.5. 

5. Telah memiliki rekening untuk penampung biaya perkara pada bank mitra. 

6. Telah mengajukan Akun Virtual dan Kode  CID ke Bank Mitra  

7. Telah mengajukan permohonan aktivasi e-court MA RI ke Dirjen Badilag. 

8. Telah aktifnya  e-cour t Pengadilan  Agama  Muara Labuh  pada  bulan 

Desember 2018. 
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    - Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Muara Labuh 
 

Dewasa ini  internet  sudah  digunakan baik  di  instansi  

pemerintahan maupun swasta sebagai media yang memudahkan dalam 

pelayanan publik, menyampaikan informasi, urusan bisnis dan lain-lain. 

Dengan demikian internet merupakan salah satu teknologi informasi yang 

berperan sangat penting  dalam segala kegiatan  atau seluruh  sektor 

kehidupan, dan mempunyai andil besar dalam me-reform sistem informasi, 

struktur operasional dan manajemen dalam suatu organisasi, tanpa 

terkecuali sistem peradilan termasuk Peradilan Agama Muara Labuhyang 

berbasiskan pelayanan publik. 

Penerapan Teknologi Informasi ( TI ) dilingkungan Peradilan 

Agama Muara Labuh memprioritaskan reformasi manajemen di  bidang 

aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan 

akses terhadap  informasi peradilan, manajemen keuangan serta 

inprastruktur dan pengawasan serta sanksi. 

Penerapan Teknologi Informasi (TI)  dibadan Peradilan 

mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang potensial terjadi, 

khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal 

dalam proses kerja yang selama ini berlaku. Sehingga, perlu ada usaha 

serius untuk mengatasi in-efisiensi dan potensi penyalahgunaan 

kewenangan akibat kelemahan regulasi dan aturan main formal yang 

berlaku. Dengan kata lain, perlu ada kejelasan arah strategis yang 

digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan peran dan  

posisi Teknologi Informasi  (TI)  sebagai  instrumen  pendukung  yang  

strategis   dalam   melakukan modernisasi badan peradilan. 

Selainitu Mahkamah Agung merasa perlu untuk melakukan 

sinkronisasi antara peran dan dukungan teknologi terhadap regulasi yang 

berlaku dalam badan Peradilan.Adapun penerapan Teknologi Informasi  

(TI)  di Pengadilan Agama Muara Labuh dapat dirumuskan sebagai sarana 

pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini : 
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a. Peningkatan  kualitas  putusan,  yaitu  dengan penyediaan  akses  

terhadap  semua informasi yang relevan dari dalam danluar 

pengadilan,termasuk putusan, jurnal hukum, danlainnya. 

b. Peningkatan  sistem   administrasi   pengadilan,  meliputi   akses  

atas   aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, 

permintaan informasi, dan kesaksian. 

 

c. Pembentukan  efisiensi  proses  kerja  di  lembaga  peradilan,  

yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya 

dengan proses berbasis komputer. 

d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan 

menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan 

pemantauan dan kontrol atas kinerja. 

e.   Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu 

dengan berusaha menyediakan fasilitas e-learning atau 

pembelajaran jarak jauh hal ini sudah dimulai di tingkat 

pusat/eselon1. 

 

Hal-hal di atas saling berkaitan erat, sehingga ada kebutuhan untuk 

mengelola informasi dalam lembaga peradilan secara terintegrasi. Untuk 

mencapai efisiensi pembiayaan maupun efektivitas pengelolaan fasilitas 

Tekonologi informasi (TI) yang terintegrasi, penyediaan dukungan 

Tekonologi informasi (TI)  bagi seluruh  lini  organisasi  peradilan  akan 

diberikan secara terpusat. Semua unit organisasi di Mahkamah Agung RI 

dan badan-badan peradilan di bawahnya akan diberikan akses pada suatu 

sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui 

suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Ada dua aplikasi disetiap peradilanyaitu aplikasi manajemen 

perkara (case management) dan  aplikasi  untuk manajen menaktivitasdi 

pengadilan (court management). Aplikasi untuk manajemen perkara (case 

management) akan membantu antara lain: pengaturan distribusi dan alur 



` 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh  67 
 

perkara, akses para hakim dan panitera,serta perubahan status putusan. 

Sementara itu, aplikasi untuk manajemen pengadilan (court management) 

meliputi manajemen sumber daya yang dipakai untuk melakukan proses 

persidangan. Sumber daya tersebut antara lain mencakup panitera, ruang 

sidang, maupun penghadiran saksi dan penyediaan akses kepengadilan. 

 

Dukungan  Teknologi Informasi (TI) untuk  manajemen Sumber 

Daya Manusia (SDM) akan  mencakup  manajemen personalia, aktivitas 

promosi-mutasi-rotasi, pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas 

untuk pembelajaran, misalnya e-learning danmodul belajar mandiri untuk 

topik-topik  tertentu sehingga pengetahuan hakim dan aparatur peradilan 

lebih merata, sampai  penilaian kinerja serta pengenaan tindakan dan 

pemberian sanksi. Beberapa aspek yang mempunyai kaitan dengan  

dukungan Teknologi Informasi (TI) bagi manajemen Sumber Daya Manausi 

(SDM) akan bersifat  lintas satuan kerja, seperti pelaksanaan pendidikan 

dan pelatihan serta penilaian kinerja. 

 

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3528/DjA/HM.02.3/ 

XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 peihal Tindak Lanjut Hasil Penilaian 

Website, dengan adanya bimbingan dari Pengadilan Tinggi Agama Padang 

Bidang Teknis Pengelolaan Webisite Pengadilan Agama se Sumatera Barat 

pada har Rabu-Jum’at, 26-28 Desember 2018 di Hotel Pangeran City Padang 

dapat memantapkan bagi SDM Pengadilan Agama Muara Labuh dalam 

pengelolaan Teknologi Informasi, antara lain : 

a. Aplikasi untuk manajemen keuangan akan mencakup aspek 

keuangan dan akuntasi, perencanaan anggaran dan 

pemantauan pencapaiannya, manajemen aset dan hal-hal 

relevan lainnya. Saat ini, aplikasi untuk keperluan tersebut 

diatas, disediakan olehKementerian Keuangan RI. 
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b. Hal ini sangat revelan sekali dengan surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan telah diganti dengan 

SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, maka Pengadilan 

berkewajiban untuk  memberikan informasi yang seluas-

luasnya kepada masyarakat sebagaimana bunyi pasal 2 Bagian 

Pertama dalam keputusan ini, bahwa setiap orang berhak 

memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini 

merupakan upaya strategis untuk mengembangkan informasi 

Pengadilan tentang pelayanan publik berbasis kebutuhan 

masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan 

dengan masyarakat pencari keadilan. 

 
 
 
 

- Pengembangan Teknologi Informasi di PA Muara Labuh 

 

Sejak   diterbitkannya  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  

Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007tanggal 28 Agustus 2007 tentang 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan 

dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-

144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Muara Labuh 

telah mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebaga isarana dalam 

memberikan layanan informasi yang diperlukan internal organisasi 

maupun para pencari keadilan. 

 

Pengadilan Agama Muara Labuh sejak tahun 2013 telah 

melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayanan 

informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan 

sarana dan prasarana Teknologi Informasi berupa perangkat keras 
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(hardware) dan perangkat lunak (software) yang ada di Pengadilan 

Agama Muara Labuh yaitu : 

  

a.  Perangkat Keras 

 

 

No 

 

 

Jenis peralatan 

 

Kondisi alat 
 

 

Jumlah 

 

 

Ket  

B 

 

RR 

 

RB 
 

1 
  Local Area  Network 
  /LAN 

 

1 
   

1 
 

2 Server 1   1  
3 PC Unit untuk SIPP 7   7  
4 Laptop untuk SIPP 5     5

 5 

 
5 TV Media Informasi 2   2  
6 Printer 5   5  
7 Router 1   1  

Tabel 4-54 : Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pengadilan Agama  
  Muara Labuh 

  

 

 

b.  Perangkat Lunak 

 

Perangkat lunak (Software) pada Pengadilan Agama Muara 

Labuh sampai akhir tahun 2020 terdiri dari 

 

1.    Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Adalah aplikasi yang mengadministrasikan proses 

berperkara tingkat pertama di Pengadilan Agama Muara 

Labuh 

 

2.     Aplikasi  Touchscreen Informasi Perkara 

Adalah Aplikasi yang terletak dalam media informasi 

Publik dalam alat Touch Screen   (Kios-K) dalam 

menginformasikan tentang proses perkara yanga da di 

Pengadilan Agama Muara Labuh. 
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3.    Website resmi Pengadilan Agama Muara Labuh 

Dengan mengikuti  perkembangan zaman, Pengadilan 

Agama Muara Labuh juga telah memiliki sebuah portal 

online yang memberikan informasi seputar Pengadilan 

Agama Muara Labuh. Website resmi  ini sudah dibangun 

sejak tanggal 7 Juli 2009 dengan alamat www.pa-

muaralabuh.go.id dan terus mengalami perkembangan 

sesuai dengan tuntutan zaman. 

4.     Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  

(JDIH) 

Untuk memenuhi kewajiban dalam pembuatan website 

Jaringan Dokumentasi danInformasi Hukum (JDIH), maka 

PengadilanAgama  Muara Labuh sejak tanggal 7 Juli 2009 

telah membangun sebuah aplikasi berbasis web. Aplikasi 

bisa diakses di alamat web www.pa-

muaralabuh.go.id/jdih Aplikasi Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum (JDIH) ini secara resmi dilaunching 

oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh sejak tanggal 

7 Juli 2009. 

5.     Aplikasi Antrian sidang (Sidang, Pendaftaran/ 

Mengajukan Perkara Baru, Kasir dan Akta Cerai). 

6.     Aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional    

        Mahkamah Agung). 

7.     Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). 

8.     Aplikasi Sistem Akuntasi Instansi Berbasis Akrual 

         (SAIBA). 

9.     Sistem  Informasi Manajemen Akuntabilitas Barang   

         Milik Negara (SIMAK BMN). 

10.   Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara 

         (SIMAN). 

http://www.pa-muaralabuh.go.id/
http://www.pa-muaralabuh.go.id/
http://www.pa-muaralabuh.go.id/jdih
http://www.pa-muaralabuh.go.id/jdih
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 Prestasi yang diraih Pengadilan Agama Muara Labuh Kategori 

SIPP Tahun 2020 : 

1. Peringkat 1 Nasional Publikasi Putusan Perkara Peradilan Agama 

pada Aplikasi SIPP Peradilan Agama se-Indonesia Periode 12 Juni 

2020. 

2. Peringkat 9 Nasional Rapor Kinerja Penaganan Perkara pada SIPP 

Peradilan Agama se-Indonesia Periode 10 Juli 2020. 

3. Peringkat 11 Nasional Rapor Kinerja Penaganan Perkara pada SIPP 

Peradilan Agama se-Indonesia Periode 24 Juli 2020. 

4. Peringkat 11 Nasional Rapor Kinerja Penaganan Perkara pada SIPP 

Peradilan Agama se-Indonesia Periode 31 Juli 2020. 

5. Peringkat 11 Nasional Rapor Kinerja Penaganan Perkara pada SIPP 

Peradilan Agama se-Indonesia Periode 7 Agustus 2020. 

6. Peringkat 11 Nasional Rapor Kinerja Penaganan Perkara pada SIPP 

Peradilan Agama se-Indonesia Periode 14 Agustus 2020. 

7. Peringkat 19 Nasional Rapor Kinerja Penaganan Perkara pada SIPP 

Peradilan Agama se-Indonesia Periode 26 Juni 2020. 

8. Peringkat 19 Nasional Rapor Kinerja Penaganan Perkara pada SIPP 

Peradilan Agama se-Indonesia Periode 3 Juli 2020. 

9. Peringkat 20 Nasional Rapor Kinerja Penaganan Perkara pada SIPP 

Peradilan Agama se-Indonesia Periode 19 Juni 2020. 
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 BAB V 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 

 

Pelayanan  pengadilan  adalah  kegiatan  atau  rangkaian 

kegiatan  dalam  rangka pemenuhan   kebutuhan   pelayanan   bagi   

masyarakat,   khususnya pencari   keadilan,   yang disediakan  oleh  

Mahkamah  Agung  dan  badan-badan  peradilan  dibawahnya  

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 

pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA No. 

1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan dan  KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang  Standar  

Pelayanan  Peradilan. 

 

Pelayanan prima ini harus ditingkatkan di seluruh pengadilan 

terutama pada pelayanan yang masih mendapatkan keluhan publik 

seperti jadwal sidang,  layanan informasi di pengadilan, pungutan liar 

dan lain sebagainya. 

 

Area pelayanan publik sudah menjadi fokus dari perubahan 

yang ingin dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal ini tercantum dalam 

Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2035 Mahkamah Agung, dimana 

pelayanan publik masuk area perubahan Nomor 8. Untuk pelayanan 

publik ini, Mahkamah Agung membuat 5 program reformasi birokrasi 

yaitu: 

1.   Standar pelayanan; 

2.   Budaya pelayanan prima; 

3.   Pengelolaan pengaduan; 

4.   Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan 

5.   Pemanfaatan teknologi informasi. 
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Sarana Disabilitas Sarana Bermain Anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarana PTSP Mushalla 

 

 

 
  
 
 
 
 Akreditasi Penjaminan Mutu 

 

Akreditasi Penjaminan Mutu, adalah sebuah bentuk pengakuan 

atas telah seusainya proses bisnis  di  sebuah instansi  dengan  kriteria  

yang  telah  ditetapkan, atau  dengan  kata  lain pelayanan yang 

diberikan kepada para pencari keadilan telah sesuai dengan standar 

yang  ditetapkan yang  ditetapkan.   

Akreditasi ini meliputi empat aspek  yaitu : 

 Administrasi Manajemen. 

 Administrasi Kesekretariatan  

 Administrasi Kepaniteraan 

 Administrasi Sarana dan Prasarana.  

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama 
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Muara Labuh merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor  2971/DJA/OT.01.3/07/2017  

tentang  Persiapan Sertifikasi  Akreditasi  Penjaminan Mutu Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syariah di lingkungan Peradilan Agama dan Surat 

Edaran Direktur  Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 

3107/DJA/OT.01.3/08/2017  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan 

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah. 

Pengadilan Agama Muara Labuh sudah mendapatkan Sertifikat 

Akreditasi Penjaminan Mutu. Untuk tahun 2020 tahapan-tahapan 

akreditasi yang sudah dilaksanakan yaitu : 

- Membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama 

Muara Labuh dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara 

Labuh Nomor W3-A9/1046/OT.01.3/IX/2020 tanggal 02 September 

2020. 

-   Penunjukan Assesmen Internal dengan Keputusan Ketua 

Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/1047/ OT.01.3/ 

IX/2020 tanggal 02 September 2020. 

-  Penunjukan Tim Survey Kepuasan Masyarakat dengan Keputusan 

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/75/ 

OT.01.3/I/2020 tanggal 02 Januari 2020. 
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Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu PA Muara Labuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyerahan Piagam Akreditasi Penjaminan Mutu PA Muara Labuh 

oleh Ketua Mahkamah Agung RI 
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       Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSP). 

 

Untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat dan 

peningkatan akses masyarakat pada keadilan (access to justice). Direktur 

Jendral Badan Peradilan Agama  melalui Surat Keputusan Nomor 

1403.b/DJA/SK/OT.01.3/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama. atau yang lebih dikenal dengan PTSP 

yang bertujuan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam 

menadapatkan pelayanan di Pengadilan Agama, dimana ketika masyarakat 

berurusan dengan pengadilan bisa terlayani dalan satu kesatuan akses 

secara terintegrasi dan mudah. 

 

 PTSP ini disamping mendapatkan layanan dari internal pengadilan 

juga melibatkan pihak ekternal. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Muara 

Labuh telah berupaya melaksanakan  PTSP dengan melakukan beberapa 

langkah sebagai berikut : 

 

1. Telah berupaya menyediakan SDM (supervise), sarana dan prasarana 

untuk menunjang PTSP. 

 

2. Telah melakukan kerjasama dengan pihak bank mitra agar 

menyediakan Cast Management Syistim (CMS)  dan Elektronic data 

Capture. (EDC)  

 

3. Telah melakukan kerjasama dengan pihak pos  agar memberi 

kemudahan akses bagi masyarakat yang berurusan dengan Pengadilan 

Agama Muara Labuh .   

 

 Prestasi yang diraih Kategori Pelayanan 

- Peringkat 2 Pengadilan Agama Terbersih Sewilayah Pengadilan 

Tinggi Agama Padang bulan November 2020. 
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     Pembangunan Zona Integritas 

 
a. Dasar. 

Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi  Nomor 52  Tahun 2014 tanggal 17  Oktober 

2014 tentang Pedoman  Pembangunan  Zona Integritas 

Menuju   Wilayah  Bebas dari   Korupsi  dan   Wilayah  Birokrasi  

Bersih  dan   Melayani  di Pengadilan Agama Muara Labuh. 

b.  Maksud dan Tujuan. 

1. Rencana kerja pembangunan yang di maksudkan sebagai 

acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah 

Birokrasi Bersih d a n  Melayani (WBBM); dan 

2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan 

dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di 

Pengadilan Agama Muara Labuh. 



` 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh  78 
 

c.     Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan 

Agama Muara Labuh 

Pengadilan Agama Muara Labuh, dalam upaya membangun 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM), menggelar acara Pencanangan 

Pembangunan Zona Integritas di Kantor Pengadilan Agama Muara 

Labuh yang beralamat di Jalan Raya Muara Labuh-Padang Aro Km. 

12 Ampalu Muara Labuh pada hari Kamis tanggal 27 Desember 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Ketua PA 
Muara Labuh 

Pencanangan pembangunan zona integritas adalah upaya 

untuk mengakselerasi tercapainya tujuan-tujuan dari Reformasi 

Birokrasi, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, 

instansi yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan 

pelayanan publik. 

Pengadilan Agama Muara Labuh telah siap melaksanakan 

pembangunan Zona Integritas  menuju Wilayah Bebas Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta mengingatkan 

pentingnya komitmen dari seluruh elemen internal maupun 
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eksternal dalam mewujudkan WBK/WBBM di Pengadilan Agama 

Muara Labuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto Bersama dengan Kajari dan Kapolres Solok Selatan  

 

Acara Pencanangan Zona Integritas ini dihadiri oleh Kajari 

Solok Selatan dan Kapolres Solok Selatan, acara berakhir dengan 

penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona 

Integritas oleh Ibuk Nurmaisal, S.Ag. selaku Ketua Pengadilan 

Agama Muara Labuh dan disaksikan oleh Kajari Solok Selatan dan 

Kapolres Solok Selatan. 
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       REGULASI TAHUN 2020 

Pengertian  Regulasi menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan 

aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai 

bentuk,misalnya:pembatasan hukum yang diumumkan oleh otoritas 

pemerintah,regulasi pengaturan diri oleh suatu institusi peradilan 

seperti melalui norma atau peraturan hukum berupa SEMARI, 

yurisprudensi atau keputusan yang sudah disepakati. Seseorang dapat 

pertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya 

menjatuhkan sanksi (seperti hukuman disiplin). 

Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk 

melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap 

sistem penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa 

aspek  .Pengadilan Agama Muara Labuh telah mengeluarkan berbagai 

macam regulasi yang bertujuan untuk mengelola perubahan-

perubahan yang terjadi dalam praktek pelayanan publik pada 

Pengadilan Agama Muara Labuh. Dokumen-dokumen tersebut telah 

dikelompokkan pada masing-masing area 1sampai area  8 yaitu : 

 

Manajemen Perubahan 
 

1. SK Ketua PA Muara Labuh tentang Tim Pengelola Meja Informasi 

2. SK Ketua PA Muara Labuh tentang Susunan Majelis Hakim dan 

Jadwal Hari Sidang. 

3. SK Ketua PA Muara Labuh tentang Penunjukan Kasir Pengadilan 

Agama Muara Labuh. 

4. SK Ketua PA Muara Labuh tentang Penunjukan Koordinator dan 

Petugas Penanganan Delegasi Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan 

pada Pengadilan Agama Muara Labuh.  

5. SK Ketua tentang Tim Pengelola dan Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) 

6. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari : 
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a. UU Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik 

b. UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 

c. Informasi  Nomor 03 Tahun 2010 Standar Informasi Publik  

d. SEMARI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu. 

e. SK Ketua MARI Nomor:1-144/KMA/SK/I/2010 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 

f. BukuII Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama 

g. Cetak  Biru Pembaharuan MA Tahun 2010-2035 

h. Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor 0017/Dj.A/SK/ 

VII/2011 tentang 

i. Program/Prioritas Unggulan Dirjen Badilag 

 

Perundang-undangan 
 

Adapun regulasi yang dikeluarkan sebagai juknis dari peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi selama tahun 2018 adalah 

sebagai berikut : 

1.  SK Ketua PA Muara Labuh tentang SOP, yang terdiri dari : 

a. SOP Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara 

b. SOP PP, MejaI, MejaII, dan MejaIII 

c. SOP Sekretaris, Subbag. Kepegawaian, Organisasidan Tata 

Laksana, Subbag.Umum dan Keuangan, dan Subbag. 

Perencanaan, Teknologi Informasi (TI) dan Pelaporan 

d. SOP Hakim dan Jurusita 

2. SK Ketua PA Muara Labuh tentang Penunjukan Meja Pengaduan,  

meliputi : 

a. Bagan Mekanisme Pengaduan 

b. Register Pengaduan 

c. Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua 

d. Dokumen Pengaduan yang ditindak  lanjuti  



` 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh  82 
 

3. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari : 

a. SK Ketua MARI Nomor:076/KMA/SK/I/2009 tentang 

Penanganan Pengaduan. 

b. SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 

tentang Penanganan Pengaduan. 

 

Penataan dan Penguatan Organisasi 

 

1. Data Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Muara Labuh 

2. Data Nama Pejabat Pengadilan Agama Muara Labuh. 

3. Profil Pejabat Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh. 

4. Data Riwayat Jabatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara 

Labuh. 

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh yang 

dilengkapi nama Pejabat/Pegawai dan disertai dengan foto-

fotonya. 

6. Statistik Pegawai Tahun 2020 Pengadilan AgamaMuara Labuh. 

7. Data Kenaikan Pangkat Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara 

labuh. 

8. Data Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2020 Pengadilan Agama 

Muara Labuh. 

9. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2020 Pengadilan Agama 

Muara Labuh. 

10. Data Bezetting Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh. 

11. Rekapitulasi Cuti Pegawai PA M u a r a  L a b u h  Tahun 2020 

Pengadilan Agama M u a r a  L a b u h . 

12. SK Ketua tentang Penunjukan Tim Pengawas Disiplin Pegawai 

dan Petugas 

13. Absensi Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020. 

14. SK Ketua PA Muara Labuhtentang Job Descriptions yang 

disertai Uraian Tugas masing-masing pegawai. 
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15. SK Ketua PA Muara Labuh tentang Pembentukan Tim Penyusun/ 

Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Muara 

Labuh. 

16. SK Ketua PA Muara Labuh tentang Reviu Penetapan Indikator 

Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Labuh. 

17. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 bagi Pejabat Pengadilan Agama 

Muara Labuh 

18. SK Ketua PA Muara Labuh tentang Penunjukan Juru Bicara/ 

Hubungan Masyarakat.  

19. Bagan tentang Prosedur Berperkara di PA Muara Labuh 

20. SK Ketua PA Muara Labuh tentang Penunjukan Petugas 

Perpustakaan 

 

                   Penataan Tata Laksana 

1. SK Ketua PA Muara Labuh tentang Penunjukan Tim Teknologi 

Informasi 

2. SK Ketua tentang PenujukanTim Pengawas Displin Pegawai 

dan Petugas Absensi.  

3. SK Ketua PA Muara Labuh tentang Penunjukan Petugas SIPP 

4. SK Ketua tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama 

PA Muara Labuh.  

5. SK Ketua tentang Penunjukan Tim Penyusun LkjIP 2020 

6. SK Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2020 

7. SK Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengelola Keuangan 

Tahun 2020 

8. SK Bendahara Pengeluaran. 

9. SK Pengelola SIMAK-BMN 

10. SK Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. 

11. SK Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan 

Barang dan Jasa. 
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      Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) 

 

1. SK Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh tentang 

Pengangkatan Pegawai Honorer. 

2. SK Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh tentang Badan 

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama 

Muara Labuh. 

3. SK KPB tentang Penghuni Rumah Dinas. 

4. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan. 

5. SK Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh tentang 

Penanggung Jawab Absensi/Daftar Hadir.  

6. Daftar Penerima Satya Lencana, 30, 20 dan 10 tahun. 

7. Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website Pengadilan 

Agama Muara Labuh. 

 

 

Program Penguatan Pengawasan 

 

Dokumen-dokumen yang disediakan. 

 

1. SK Ketua PA Muara Labuh tentang Penunjukan Penerima dan 

Penyetor PNBP 

2. Laporan Tahunan PA Muara Labuh Tahun 2020 

3. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2020 

4. Dokumen Bukti Hasil Evaluasi / Monitoring terhadap Laporan 

Keuangan oleh Kuasa Pengguna  Anggaran 

5. Dokumen RKA-Kldan DIPA 

6. SK Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 

7. SK tentang Pemegang Mobil dan Kendaraan Bermotor 
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Program Penataan Akuntabilitas Kinerja 

1. SK Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh tentang Penunjukkan 

Koordinator Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang. 

2. SK Ketua PA.Muara Labuh tentang Panjar Biaya Perkara. 

3. Dokumen Laporan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2020 

4. Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan 

5. Jadwal Waktu Pelayanan 

6. Penyajian Informasi di Website PAMuara Labuh. 

7. Transparansi Putusan diwebsite 

8. Penyajian Informasi melalui pamflet, Pengumuman dan Brosur 

9. Tersedianya Meja Informasi 

10. Tersedianya Register Informasi 

11. Dokumenad anya Permohonan Informasi 

12. Informasi Penting yang disajikan meliputi : 

a. Prosedur Berperkara 

b. Prosedur Pengaduan 

c. Prosedur untuk memperoleh informasi 

d. Tata Cara berperkara secara Prodeo 

e. Transparansi Biaya Panggilan 

f. Komponen Panjar Biaya Perkara pada PA Muara Labuh , 

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. 

g. Tersedianya Kotak Saran 

h. Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama 

i. Daftar Hakim Mediator 

j. Hak-hak Pencari Keadilan 

k. Jadwal Sidang 
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HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

Nomor Nama Jabatan  

1 

  
 
 
Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. 
 
 
 

Hakim Madya Pratama 

2 

  
 
 
Haris Luthfi, S.HI., MA. 
 
 
 

Hakim Pratama Utama 

3 

  
 
 
Dra. Hj. Rahmadinur 
 
 
 

Hakim Madya Utama 

4 

  
 
 
Rizki Elia, S.HI. 
 
 
 

Hakim Pratama 

Lampiran   Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh 
Nomor  W3-A9/1015/Kp.04.5/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020. 

Tentang Penunjukan Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Labuh 
 

  Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

1. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis 

Elektronik seperti : 

a. PerangkatKomputer 

b. Televisi 

c. Touch Screen 

d. Antrian Sidang. 

3. SK Ketua PA Muara Labuh tentang  Penunjukan  Tempat  

Sidang diluar  Gedung Pengadilan  tahun  2020 

4. Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo  

5. Tersedianya ruangan laktasi. 
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BAB VI 
PENGAWASAN 

 
A.     INTERNAL 

 

Pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen 

untuk menjaga dan mengendalikan agar setiap tugas yang telah 

direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya.  Dari  sekian   

bentuk  pengawasan,  maka  pengawasan  internal   adalah 

pengawasan dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri. 

Dalam membantu pimpinan melakukan pengawasan 

dibidang perkara dan kelancaran tugas kesekretariatan untuk 

tahun 2020, Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh menunjuk/ 

menetapkan susunan Hakim Pengawas Bidang, sebagai berikut : 

 PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG 
 

 

No 
 

NAMA/ NIP. 
 

JABATAN H
A
K
I
M
 
P
E
N
G
A
W
A
S
B
I
D
A
N
G 

 

REGULASI 

1. Firdaus, S.HI., MH. Pengawas Bidang : 
1. Manajemen Peradilan. 
2. Administrasi Pelayanan 

Publik. 
3. Administrasi Perkara Manual 

dan Elektronik. 
4. Administrasi Persidangan 

Manual dan Elektronik. 
 

 

K
ep

u
tu

sa
n

 K
et

u
a 

P
en

ga
d

il
an

 A
ga

m
a 

M
u

ar
a 

L
ab

u
h

 
N

o
m

o
r 

W
3

-A
9

/4
2

/K
p

.0
4

.5
/I

 /
2

0
2

0
, 

ta
n

gg
al

 0
2

 J
an

u
ar

i 
2

0
2

0
 

 
 
 2. 

 
 
Asep Nurdiansyah, SH., MH. 

     Pengawas Bidang : 
1. Pelaksanaan SIPP, APM dan 

ZI. 
2. Pelaksanaan Tugas Sub 

Bagian Umum dan Keuangan. 
3. Pelaksanaan Tugas Sub 

Bagian Kepegawaian, 
Organisasi dan Tata Laksana. 

4. Pelaksanaan Tugas Sub 
Bagian Perencanaan, 
Teknologi Informasi dan 
Pelporan. 

5. Pelaksanaan dan Penerapan 
Kebiajakan PTA Padang, 
Dirjend. Badilag dan 
Mahkamah Agung. 
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No 
 

NAMA/ NIP. 
 

JABATAN H
A
K
I
M
 
P
E
N
G
A
W
A
S
B
I
D
A
N
G 

 

REGULASI 

1. Dra. Hj. Rahmadinur Pengawas Bidang : 
1. Manajemen Peradilan. 
2. Administrasi Pelayanan 

Publik. 
3. Administrasi Perkara Manual 

dan Elektronik. 
4. Administrasi Persidangan 

Manual dan Elektronik. 
 

 

K
ep

u
tu

sa
n

 K
et

u
a 

P
en

ga
d

il
an

 A
ga

m
a 

M
u

ar
a 

L
ab

u
h

 N
o

m
o

r 
W

3
-A

9
/6

7
8

/K
p

.0
4

.5
/I

V
/2

0
2

0
, 

ta
n

gg
al

 2
2

 A
p

ri
l 2

0
2

0
 

 2. Asep Nurdiansyah, SH., MH.      Pengawas Bidang : 
1. Pelaksanaan SIPP, APM dan 

ZI. 
2. Pelaksanaan Tugas Sub 

Bagian Umum dan Keuangan. 
3. Pelaksanaan Tugas Sub 

Bagian Kepegawaian, 
Organisasi dan Tata Laksana. 
 

 

3. Rizki Elia, S.HI.      Pengawas Bidang : 
1. Pelaksanaan Tugas Sub 

Bagian Perencanaan, 
Teknologi Informasi dan 
Pelporan. 

2. Pelaksanaan dan Penerapan 
Kebiajakan PTA Padang, 
Dirjend. Badilag dan 
Mahkamah Agung. 

 

 

No 
 

NAMA/ NIP. 
 

JABATAN H
A
K
I
M
 
P
E
N
G
A
W
A
S
B
I
D
A
N
G 

 

REGULASI 

1. Haris Luthfi, S.HI., MA.     Koordinator  
K

ep
u

tu
sa

n
 K

et
u

a 
P

en
ga

d
il

an
 A

ga
m

a 
M

u
ar

a 
L

ab
u

h
 

N
o

m
o

r 
W

3
-A

9
/

1
0

2
1

/K
p

.0
4

.5
/V

II
I/

2
0

2
0

, 
ta

n
gg

al
 2

8
 A

gu
st

u
s 

2
0

2
0

 
 2. Dra. Hj. Rahmadinur Pengawas Bidang : 

1. Manajemen Peradilan. 
2. Administrasi Pelayanan Publik. 
3. Administrasi Perkara Manual dan 

Elektronik. 
4. Administrasi Persidangan 

Manual dan Elektronik. 
5. Pelaksanaan SIPP, APM dan ZI. 
 

 

3. Rizki Elia, S.HI.      Pengawas Bidang : 
1. Pelaksanaan Tugas Sub Bagian 

Umum dan Keuangan. 
2. Pelaksanaan Tugas Sub Bagian 

Kepegawaian, Organisasi dan 
Tata Laksana. 

3. Pelaksanaan Tugas Sub Bagian 
Perencanaan, Teknologi 
Informasi dan Pelporan. 

4. Pelaksanaan dan Penerapan 
Kebiajakan PTA Padang, Dirjend. 
Badilag dan Mahkamah Agung. 
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Pengawasan internal oleh Pengadilan Agama Muara Labuh 

dilakukan dengan 1 (satu) sistem pengawasan, yaitu pengawasan 

langsung keobrik dan telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. 

Pengawasan internal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 

 
 

1.   Pengawasan Melekat (WASKAT) 
 

Pengawasan dari atasan langsung terhadap bawahannya, 

baik secara preventif maupun represif, agar pelaksanaan tugas 

bawahan itu berjalan 

Sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku telah dilakukan secara rutin setiap 

bulan dan secara berkala, disamping itu juga dilakukan dengan 

cara mengadakan rapat-rapatrutin/berkala, rapat pimpinan 

dan musyawarah setiap permasalahan yang timbul serta 

mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok peradilan. 

 

2.   Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) 
 

Hawasbid melakukan Pengawasan secara berkala 1 x 3 

bulan atau 4 kali dalam satu tahun sesuai dengan bidang yang 

telah ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh, dan 

setelah melakukan pengawasan Hawasbid menyampaikan 

laporannya kepada Ketua melalui Wakil Ketua untuk ditindak 

lanjuti. 

Ketua Pengadilan membuat laporan tidak lanjut atas 

temuan dari Hawasbid tersebut setelah hal tersebutdi tindak 

lanjuti. 

 

3.    Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama 
Padang 

 

Selama tahun 2020,  Pengadilan Tinggi Agama Padang 

telah  melakukan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan 
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Agama Muara Labuh sebanyak 2 kali yang dipimpin oleh Drs. H. 

Zein Ahsan, MH. ( Ketua PTA Padang ) yang dilaksanakan pada 

tangga 02 Juli 2020 dan 15 Oktober 2020, yang meliputi 

Administrasi Umum, Administrasi Persidangan, Administrasi 

Perkara, Pelayanan Publik dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan oleh Ketua PTA Padang tanggal 15 Oktober 2020. 
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B. EVALUAS 

 

Pengawasan sebagai sub-sistem dari sistem manajemen 

telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan 

internal di Pengadilan Agama Muara Labuh meliputi pengawasan 

dan pembinaan di bidang tupoksi serta pengawasan melekat. 

Pengawasan dan pembinaan pada masing-masing bidang 

dilaksanakan sebanyak 2 kali. 

Khusus pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan 

langsungnya juga terlaksana secara rutin dan hasilnya cukupbaik, 

karena terkait dengan disiplin pegawai yang diatur oleh 

PeraturanPemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk hakim diatur oleh Surat 

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

Evaluasi terhadap kinerja masing-masing hakim dan 

pegawai dilakukan secara rutinitas dalam bentuk rapat bulanan, 

dimana Ketua, Panitera dan Sekretaris membuat rekapitulasi 

capaian penyelesaian pekerjaan dan menyampaikan dalam rapat 

tersebut, seperti halnya : 

a. Prosentase penyelesaian perkara oleh masing majelis per 

bulan. 

 

 

b. Prosentase penyelesaian perkara 0 s/d 3 bln dan  < 5 bln 

serta diatas 5 bln. 

 

c. Prosentase perkara putus yang telah diminutasi 0s/d7 hari, 8 

s/d 14, dan < 1 bln. 

d. Penyelesaian BAS oleh Panitera Pengganti ( sebelum sidang 

berikutnya). 
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e. Prosentase perkara putus yang masuk arsip (arsipin aktif 

atau arsip statis). 

f. Prosentase Putusan yang telah dianonimasi dan telah 

diapload pada direktor PutusanMahkamahAgungRI. 

g. Update Simpeg, SimakBMN 

h. Capaian realisasi anggaran DIPA 01 maupun DIPA 04 

i. Upload data perkara pada SIADPA Plus dan SIPP 

 

Dari uraian tersebut di atas, secara umum 

pengawasan internal telah dilaksanakan dan berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun ada 

kekurangan-kekurangan yang akan disempurnakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Labuh  93 
 

BAB VII  
PENUTUP 

 
A.  Kesimpulan  

 

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Pengadilan Agama Muara Labuh secara umum telah dapat 

melaksanakan tugas pokok dan tugas penunjang dengan baik 

sesuai dengan rencana yang telah disusun dan ketentuan 

berlaku. 

2. Dalam pelaksanaan tugas terdapat hambatan dan tantangan 

namun dapat dilalui berkat kerjasama yang baik dari seluruh 

aparat  Pengadilan Agama Muara Labuh. 

3. Tingkat capaian penyelesaian perkara pada tahun 2020 

adalah sebesar 99,80% (520 perkara) dari seluruh jumlah 

perkara yang ditangani yaitu sebanyak 521 perkara. 

 

4. Realisasi Anggaran DIPA.005.01 tahun 2020 sebesar 99% 

dengan rincian Belanja Pegawai sebesar 99,90%,   Belanja 

Barang sebesar 99,09%  dan  Belanja Modal sebesar 99,77%. 

5. Realisasi Anggara DIPA005.04 tahun 2020   sebesar 100% 

dengan rincian : 

a. Pembebasan Biaya Perkara sebesar 100%. 

b. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung sebesar 100%. 

c. Pelaksanaan Sidang Terpadu sebesar 100%. 

 

 

B.  SARAN 

 

1. Diharapkan dapat alokasi anggaran untuk pembangunan sarana 

lingkungan (taman dan tempat parkir) dan pengadaan kendaraan 
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roda empat untuk menunjang pelaksanaan tugas. 

2. Pengadilan Agama Muara Labuh pada saat ini masih kekurangan 

pegawai yang mampu di bidang Teknologi Informasi (TI) dan 

kekosongan jabatan Panitera Muda Permohonan dan Panitera 

Muda Gugatan, maka perlu penambahan pegawai. 

3. Dalam meningkatkan sumber daya manusia, diupayakan dan 

diberi kesempatan untuk memaksimalkan bimbingan teknis dan 

pembinaan secara berkala merata guna kelancaran tugas. 

4. Diperlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang 

lebih maksimal antar Pengadilan Agama di bawah pembinaan 

dan pengawasaan Pengadilan Tinggi Agama Padang 

5. Pengadilan Agama Muara Labuh masih belum memiliki rumah 

dinas yang representatif untuk pimpinan dan hakim, diharapkan 

dapat dialokasikan  anggaran untuk pembangunannya. 

 

Demikian laporan tahunan ini dibuat untuk dapat dijadikan 

bahan informasi dan evaluasi bagi seluruh stake holder sehingga 

pelaksanaan tugas untuk masa yang akan datang dapat menjadi lebih 

baik. 

 

Muara Labuh, 30 Desember 2020 

Ketua, 
  

 

 

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. 

NIP. 19721231 200112 1 007 
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Daftar Lampiran 

 SK. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor  W3-A9/1229/OT.01.2/ 

XI/2020 tanggal 09 November 2020 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan 

Tahunan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020. 

 Dokumen Rapat Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara 

Labuh Tahun 2020 tanggal 07 Desember 2020. 

 Fotocopy Piagam Penghargaan yang diterima Pengadilan Agama Muara Labuh 

Tahun 2020. 
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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

Nomor  W3-A9/1229/OT.01.2/XI/2020 
 

T E N T A N G 
 

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN  

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020 
 

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 
 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga ( Prosedur 

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan); 

  : b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Tahunan pada Pengadilan Agama Muara Labuh 

Tahun 2020 dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Tahunan dimaksud; 

  c. Bahwa Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini 

dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan pada 

Pengadilan Agama Muara Labuh; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara  ( Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286  ); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ); 

  3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

  4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor  1435/SEK/OT.01.2/ 11/2018, tanggal 26 

Nopember 2018 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018; 

  5. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor  W3-A/2241/ OT.01.2/XII/2018, tanggal 

05 Desember 2018 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018; 

  5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Nomor  DIPA-005-01.2.401990/2020 tanggal 12 

November 2019 dan Nomor  DIPA-005-04.2.401991/2020 tanggal 12 November 2019; 

  6. Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh tanggal 09 November 2020. 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENUNJUKAN 

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 

2020. 

Kesatu : Mengangkat  Pejabat / Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran  Keputusan ini 

sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020. 

Kedua : Menunjuk/menugaskan Tim Penyusun Laporan Tahunan untuk melaksanakan tugas sesuai 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. 

 

Muara Labuh, 09 November 2020. 

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh, 

 

 

 

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. 

NIP. 19721231 200112 1 007 
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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

 

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN 

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

Nomor  W3-A9/1229/OT.01.2/XI/2020, tanggal 09 November 2020. 

 

T E N T A N G 

 

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020 

 

 

No 

 

 

N a m a / NIP 

Pangkat/ 

Golongan 

Ruang 

 

Jabatan Kedinasan 

 

Jabatan 

dalam Tim 

 

Ket 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Haris Luthfi, S.HI., MA. 

NIP. 19820425 200904 1 004 

Penata Tk. I 

( III/d ) 
Wakil Ketua Ketua 

 

2 

 

Willia Hesti Sari, SE. 

NIP. 19850323 201101 2 019 

Penata  

( III/c ) 

Kasubbag. Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan 

Pelaporan 
Sekretaris 

 

3 Dra. Hj. Rahmadinur 

NIP. 19830828 200904 1 005 

Pembina Utama 

Muda ( IV/c ) 
Hakim Anggota 

 

4 Rizki Elia, S.HI. 

NIP. 19901118 201712 2 001 

Penata Muda 

( III/a ) 
Hakim Anggota 

 

5 

 

Drs. Nurfadhil 

NIP. 19660718 199401 1 003 

Penata Tk.I 

( III/d ) 
Panitera Anggota 

 

6 Darnialis, S. Ag. 

NIP. 19651113 199401 2 001 

Penata Tk. I 

( III/d ) 
Sekretaris Anggota 

 

7 Etma Juita, BA. 

NIP. 19640616 199302 2 001 

Penata  

( III/c ) 
Panitera Muda Hukum Anggota 

 

8 

 

Syafrizal 

NIP. 19650911 199303 1 004 

Penata  

( III/c ) 

Kasubbag. Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata 

Laksana 
Anggota 

 

9 

 

Hafniati 

NIP. 19670815 199203 2 003 

Penata 

( III/c ) 
Kasubbag. Umum dan 

Keuangan Anggota 
 

10 

 

Gerhana Putra, SH. 

NIP. 19830611 200904 1 004 

Penata 

( III ) 
Panitera 

Pengganti 
Anggota 

 

11 

 

Ali Murdani Candra, SH. 

NIP. 19890905 201503 1 002 

Penata Muda 

( III/a ) 
Jurusita Anggota 

 

12 

 

Yosri Vita, SE. 

NIP. - 

- 
PPNPN Anggota 

 

13 

 

Yulisosra 

NIP. - 

- 
PPNPN Anggota 

 

14 Yuli Yani, A.Md. 

NIP. - 

- 
PPNPN Anggota 

 

 

Muara Labuh, 09 November 2020. 

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh, 

 

 

 

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. 

NIP. 19721231 200112 1 007 

 


















































